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ABSTRACT 
This study aims to analyze the effect of audit opinion, audit findings and 
follow-up of audit results on corrupt practices in Provincial Governments for the 
2014-2016 period. 
This type of research is quantitative research. The sampling technique is 
purposive sampling. The data used in this study is secondary data. The population 
in this study covers all provinces in Indonesia. The sample was selected using a 
purposive sampling method and obtained 12 provinces. Data analysis to test 
hypotheses used multiple regression. 
The results of this study indicate that audit opinion does not affect 
corruption practices, audit findings negatively affect corruption practices and 
follow-up audit results have a positive effect on corrupt practices. 
Keywords: audit opinion, audit findings, follow-up audit results and corrupt  
               practices. 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh opini audit, temuan 
audit dan tindak lanjut hasil audit terhadap tingkat korupsi kolusi pada Pemerintah 
Daerah Provinsi periode 2014-2016. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan 
sampel dengan purposive sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
berupa data sekunder. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh Povinsi di 
Indonesia. Sampel dipilih menggunakan metode purposive sampling dan 
diperoleh 12 Provinsi. Analisis data untuk menguji hipotesis digunakan 
regresilinier berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa opini audit tidak berpengaruh 
terhadap praktik korupsi, temuan audit berpengaruh negatif terhadap praktik 
korupsi dan tindak lanjut hasil audit berpengaruh positif terhadap praktik korupsi. 
Kata kunci: opini audit, temuan audit, tindak lanjut hasil audit dan praktikkorupsi. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Meningkatnya kasus korupsi di Indonesia dalam era reformasi disebabkan 
karena kurang percayanya masyarakat dengan kinerja pemerintah. Otonomi 
daerah diberikan kepada pemerintah daerah agar pemerintah dapat meningkatkan 
efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pemerintah daerah untuk mencapai 
pemerintahan yang baik (good governance). Namun sejak diberlakukannya 
Otonomi daerah berdasarkan UU No.22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah di 
tahun 2001 banyak terjadi kecenderugan yang menyebabkan korupsi di 
pemerintah daerah meningkat (Sucahyo dan Marita, 2013). 
Perkembangan Korupsi pemerintahan daerah di Indonesia dapat dilihat 
dengan membandingkan jumlah kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK). Korupsi terjadi karena Indonesia belum 
menerapkan good corporate governance  yang baik, praktik manipulatif dan 
koruptif dapat diketahui dengan penerapan prinsip good corporate governance. 
Diperlukan lingkungan public governance yang kondusif agar Good Corporate 
Governance dapat dijalankan clean governance berjalan tanpa praktik korupsi 
dalam penegak hukum (Rini dan Sarah, 2014). 
Desentralisasi dan otonomi daerah membawa implikasi terjadinya 
pergeseran kekuasaan pada pemerintah pusat ke pemerintahan daerah. Berbagai 
peluang membuka maraknya “money politics” oleh kepala daerah untuk 
memperoleh dan mempertahankan dukungan dari legistatif, dengan pemanfaatan 
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berbagai sumber pembiayaan oleh anggota legistatif untuk dijadikan setoran bagi 
partai politik untuk memperkaya diri sendiri. Peluang korupsi semakin terbuka 
dengan kerjasama antara legislatif dan eksekutif dan minimnya porsi partisipasi 
dan pengawasan publik (Sucahyo dan Marita, 2013).  
Melalui Forum Mahasiswa Peduli Pembangunan Papua (FMPPP) Jum'at 
25 Maret 2016, Kabupaten Puncak meminta untuk memeriksa kinerja BPK 
Perwakilan Provinsi Papua yang dinilai negatif lantaran tidak menyasar dugaan 
mark-up dalam pembelian pesawat Grand Karebau senilai Rp146 miliar pada 
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Puncak Tahun 
Anggaran 2015 (http://sindonews.com). Menurut harian kompas, pada tanggal  
7 Juni 2016 KPK juga menangkap Bupati Rokan Hulu Suparman, setelah 
menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana 
korupsi menerima pemberian atau janji terkait pembahasan R-APBD tahun 2014 
dan 2015.  
Sucahyo dan Marita, (2013) menyatakan bahwa meningkatnya fenomena 
korupsi daerah dikarenakan terdapat perbedaan dan tidak konsistennya peraturan 
yang dikeluarkan pemerintah pusat kepada daerah. Dalam upaya pencegahan dan 
pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan mewujudkan peran 
masyarakat untuk mencegah korupsi, pemerintah mengeluarkan beberapa 
peraturan perundang-undangan yaitu: UU No. 3/1971 tentang pemberantasan 
tindak pidana korupsi, UU No. 11/1980 tentang pemberantasan tindak pidana suap 
dan sebagainya (Fauzan,dkk., 2012). 
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Tabel 1.1 
Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi 
 
REKAPITULASI DATA CAPAIAN KINERJA PENANGANAAN PERKARA TINDAK PIDANA 
KORUPSI 
TAHAP PENYELIDIKAN, PENYELIDIKAN DAN PENUNTUTAN 
PERIODE BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2016 
KEJAKSAAN AGUNG R.I, KEJAKSAAN TINGGI, KEJAKSAAN NEGERI DAN CABANG  
KEJAKSAAN NEGERI SE-INDONESIA 
 
        
         
No 
SATUAN 
KERJA 
    PENUNTUTAN 
EKSEKUSI 
PENYELAMATAN 
JUMLAH JUMLAH ASAL KASUS 
JUMLAH 
KEUANGAN NEGARA 
LID DIK DIK DIK TAHAP DIK DAN TUT 
    KEJAKSAAN POLRI (Rp) 
1 2 3 4 5 6 7 7 8 
1 
KEJAKSAAN 
AGUNG R.I. 
112 133 73 19 92 0 9,847,458,121.00 
2 N.A.D (ACEH) 42 27 28 19 51 51 4,266,388,950.00 
3 SUMUT 148 72 55 30 85 24 4,620,000,000.00 
4 SUMBAR 50 35 29 9 38 25 1,611,057,476.00 
5 RIAU 23 37 44 41 94 62 23,138,421,166.00 
6 JAMBI 43 20 29 14 43 49 4,393,717,563.00 
7 SUMSEL 46 23 36 9 45 33 3,837,066,457.83 
8 BENGKULU 50 46 27 42 84 53 7,593,986,798.97 
9 LAMPUNG 41 38 18 29 47 33 1,382,450,470.00 
10 DKI JAKARTA 20 25 63 27 90 81 1,394,586,200.00 
11 JAWA BARAT 76 37 57 40 97 105 48,239,668,820.70 
12 JAWA TENGAH 100 81 131 76 207 142 20,192,889,651.33 
13 
D.I. 
YOGYAKARTA 
18 19 19 7 26 21 834,849,700.00 
14 JAWA TIMUR 139 173 198 111 309 200 
58,844,333,713.00 
USD 263.929,12 
15 BALI 40 24 29 16 45 54 6,430,076,400.79 
16 NTB 24 20 17 17 34 50 9,193,609,776.38 
17 NTT 36 57 70 18 88 45 11,267,544,183.97 
18 KALBAR 25 28 28 21 49 20 11,191,194,052.70 
19 KALTENG 37 26 26 36 62 61 21,646,663.84 
20 KALSEL 24 16 14 26 40 47 632,453,190.45 
21 KALTIM 22 37 42 33 75 78 7,450,031,090.90 
22 SULUT 46 48 34 8 42 33 2,660,010,311.00 
23 SULTENG 46 45 27 5 70 68 3,650,707,052.00 
24 SULTRA 36 43 65 30 95 63 10,339,585,965.00 
25 SULSEL 144 144 95 52 147 125 26,080,854,063.00 
26 MALUKU 34 39 37 15 52 35 4,864,715,483.54 
27 PAPUA 0 91 62 90 152 50 11,252,233,035.00 
28 BANTEN 43 29 48 6 24 67 9,185,320,924.22 
29 
BANGKA 
BELITUNG 
32 30 32 13 45 42 11,652,262,682.00 
30 GORONTALO 28 16 34 7 41 35 4,125,702,000.00 
31 
MALUKU 
UTARA 
24 14 12 23 35 32 9,586,099,398.95 
32 
KEPULAUAN 
RIAU 
42 32 38 12 25 23 11,102,583,350.50 
 
JUMLAH 
 
1591 
 
1482 
1 
517 
901 2429 1807 
340,883,504,712.07 
USD 263.929,12 
Sumber data: Laporan Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia (2016) 
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Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat daftar kasus korupsi yang ditanggani 
Kejaksaan Agung disetiap Provinsi yang ada di Indonesia masih sangat tinggi dari 
jumlah kasus yang masih dalam tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan 
adalah Jawa timur dengan kasus tertinggi 510 kasus dan Provinsi dengan jumlah 
kasus paling rendah adalah  D.I.Yogjakarta dengan 52 kasus dengan total 
kerugian semua Provinsi ditahun 2016 sebesar Rp. 34.883.504.712.07  
Kasus korupsi pada Pemerintah Daerah disebabkan karena kurangnya 
sistem pengendalian intern dan kurang patuh terhadap peraturan yang ada 
sehingga penegasan dalam pemberian hukum di Indonesia perlu ditingkatkan, 
semakin banyak Pemerintah Daerah yang melakukan tingkat korupsi akan 
berdampak pada perkembangan dan kemajuaan Pemerintah Daerah sehingga 
berada dalam kesenjanggan ekonomi. 
Upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan 
dengan beberapa kebijakan, salah satunya yaitu dengan membentuk intitusi 
pemeriksaan yang digunakan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan 
tidak efisiennya sumber daya. Faktor pemeriksaan dilaksanakan dengan proses 
audit yang berperan dalam memberikan informasi dan medeteksi adanya 
kecurangan, seperti terjadinya pengeluaran sumber daya yang berlebihan (Olken, 
2007).  
Menurut Undang-Undang 1945 pasal 23 G, BPK RI berkedudukan di 
Ibukota Negara dan memiliki perwakilan disetiap Provinsi. Oleh karena itu, BPK 
RI harus mampu berperan dalam mengungkapkan penyimpangan dan perilaku 
korupsi serta berperan dalam pencegahan terhadap tindak lanjut kasus korupsi 
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(Shohib dan Haryanto, 2014). Dengan adanya perundang-undangan tersebut 
diharapkan BPK dapat mengatasi kasus korupsi yang semakin marak di Indonesia 
ini khususnya pada Pemerintah Daerah Provinsi. 
Audit pemerintah mempunyai tujuan untuk memonitor, memastikan dan 
menilai akuntabilitas pemerintah yang merupakan intitusi yang penting dalam 
mengendalikan pemerintahan modern. Audit pemerintah dapat meningkatkan 
akuntabilitas dan mengurangi penyalahgunaan wewenang dan sumber daya. 
Praktek audit pemerintah dalam beberapa negara mengindikasikan bahwa audit 
pemerintah mempunyai peran unik dalam pemberantasan korupsi karena seorang 
auditor mempunyai kemampuan untuk medeteksi laporan keuangan secara efektif 
dalam menginvestigasi kasus korupsi (Shohib dan Haryanto, 2014). 
Menurut Lin dan Liu (2012), menjelaskan bahwa korupsi adalah virus 
yang membahayakan keamanan ekonomi dan keharmonisan sosial suatu Negara, 
oleh sebab itu sistem audit pemerintah harus mampu menjadi “immune system” 
yaitu mendeteksi, menolak serta menghilangkan virus. Sementara menurut Shohib 
dan Haryanto (2014), adanya Sistem audit pemerintah pada dasarnya sebagai alat 
yang digunakan untuk mempromosikan demokrasi dan aturan hukum, yang 
bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntablitas pemerintah dengan 
melakukan pengawasan penerimaan dan pengeluaraan sektor pemerintah dan 
instansi lainnya. 
Berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 Pasal 23E, Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara dan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan 
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Pemeriksa Keuangan, tugas dan wewenang BPK adalah memeriksa pengelolaan 
dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, 
pemerintah daerah dan lembaga lainnya yang mengelola keuangan negara.  
Hasil dari pemeriksaan BPK RI atas Laporan keuangan Pendapatan daerah 
(LKPD) yang dicantumkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 
yang dikeluarkan dua kali dalam setahun. LKPD mengambarkan tingkat 
akuntabilitas keuangan pemerintah daerah menjadi kebutuhan penting dalam 
pelaksanaan otonomi daerah sehingga auditor wajib memeriksa laporan keuangan 
daerah untuk mengetahui akuntabilitas laporan keuangan daerah yang bagus tanpa 
ada kecurangan (Shohib dan Haryanto, 2014).  
Penelitian ini akan menguji beberapa variabel yang diduga mempengaruhi 
praktik korupsi yang ada di Indonesia khususnya pada Pemerintah Daerah 
Provinsi. Variabel yang diduga berpengaruh terhadap praktik korupsi adalah 
variabel opini audit, temuan audit dan tindak lanjut hasil korupsi. 
Opini menjadi tujuan dalam pengelolaan keuangan publik sebagai tuntutan 
reformasi birokrasi dan opini WTP menjadi salah satu indikator yang 
mencerminkan keberhasilan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah, karena 
itukualitas opini LKPD juga bergantung pada kualitas dari setiap LKPD (Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah). Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan 
LKPD, termasuk peran auditor internal yang melaksanakan tugas Pengawasan 
Intern seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan 
pengawasan lain, diharapkan mampu untuk meningkatkan kualitas LKPD 
(bpk.go.id). 
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Fenomena mengejar opini WTP dapat dilihat dari besarnya usaha dari 
yang dilakukan Pemerintah Daerah atau kementerian, contoh pada DPRD 
Makassar yang mengundang BPK secara khusus untuk membahas permasalahan 
yang menghambat pemerintah kota meraih opini WTP agar BPK melunak terkait 
permasalahan pengelolahan aset daerahnya. Kepala Dearah yang menerima opini 
WTP bukan jaminan tidak ada korupsi, Kepala Daerah rela mengeluarkan uang 
suap untuk BPK demi memperoleh opini WTP atas Laporan Keuangan 
Pendapatan Daerah (Auliyana, 2017). 
Beberapa kasus menunjukkan bahwa lembaga yang memperoleh opini 
WTP, kepada daerah dan menterinya terjerat kasus korupsi. Media online tanggal 
7 Juli 2015 mencatat terdapat lebih dari tiga kepala daerah yang terjerat korupsi 
yaitu Provinsi Riau, sejak 2012 mendapat opini WTP namun dua Gubernurnya 
terjerat kasus korupsi, mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin yang memperoleh 
WTP namun terjerat kasus korupsi dan pencucian uang serta Walikota Palembang 
dan Tegal juga terjerat korupsi walaupun mendapat opini WTP. Pada lingkup 
kementerian ditemukan tiga Menteri terseret kasus korupsi (Auliyana, 2017). 
Berikut ini merupakan grafik yang menjelaskan perkembangan opini audit di 
Indonesia pada tahun 2011 sampai dengan 2015 sebagai berikut: 
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Gambar 1.1 
Grafik Perkembangan Opini Audit tahun 2011-2015 
 
 
 
Sumber data: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan 2016. 
Berdasarkan grafik diatas dalam lima tahun terakhir perkembangan atas 
LKPD menunjukkan kemajuan yang lebih baik dalam satu periode, LKPD yang 
memperoleh opini WTP naik sebanyak 45 % dimana pada tahun 2011 hanya 13% 
meningkat menjadi 58% pada tahun 2015 sementara opini TMP menurun 
sebanyak 14% dari 19% ditahun 2011 menjadi 5% ditahun 2015.  
Peran tata kelola audit dan faktor-faktor penentu pemicu terjadinya 
korupsi dibahas secara terpisah dalam banyak studi. Menurut Zhuang (dikutip 
oleh Liu dan Lin, 2012) bahwa penelitian tentang korupsi berfokus pada power 
for money deal, penyuapan dalam bidang ekonomi dan perbankan, sedikit 
perhatian yang diberikan pada kasus korupsi dalam keuangan publik. Kasus 
korupsi perlu diteliti lebih lanjut agar kasus mengenai korupsi dapat teratasi 
dengan baik dan membuat para penjabat Daerah jera dengan hukum yang ada. 
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Sementara penelitian tentang bagaimana mengurangi kasus korupsi jarang 
memberikan perhatian lebih terhadap peran audit. Namun liteatur tentang audit 
pemerintah lebih berfokus pada independansi, profesionalisme dan auditing input 
dari lembaga audit pemerintah dan bagaimana faktor-faktor tersebut mampu 
mempengaruhi reputasi dan efisiensi departemen pemerintah. Namun tidak 
satupun dari studi mampu menjawab pertanyaan tentang bagaimana audit 
pemerintah dapat membantu untuk memberantas korupsi (Liu dan Lin, 2012). 
Dari beberapa penelitian sebelumnya terkait dengan korupsi menunjukkan 
adanya hubungan antara opini, temuan audit dan tindak lanjut yang diberikan oleh 
BPK RI dalam menahani kasus korupsi. Rini dan Sarah (2014) menyatakan bahwa 
opini yang baik adalah opini yang bebas dari korupsi, opini dapat digunakan 
dengan singkat mengenai ada tidaknya korupsi pada suatu instansi, dalam 
penelitiannya dijelaskan bahwa opini audit berpengaruh signifikan terhadap 
kerugian negara karena terjadi kasus korupsi.  
Berbeda dengan hasil penelitian mengenai opini audit ini tidak sejalan 
dengan penelitian yang dilakukan oleh Marsyitoh, dkk (2015) dan Husna, Rahayu 
dan Triyanto (2017) dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa opini audit tidak 
berpengaruh signifikan terhadap praktik korupsi.   
Hasil penelitian Marsyitoh, dkk. (2015), menunjukkan bahwa opini audit 
merupakan hasil dari proses audit dan salah satu faktor yang menggambarkan 
kualitas audit, temuan audit atas sistem pengendalian intern dapat digunakan 
untuk mendeteksi adanya potensi kecurangan di pemerintahan daerah. Sehingga 
penelitian yang dilakukan oleh Shohib dan Haryanto, (2014) serta Marsyitoh, dkk 
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(2015) memberikan hasil bahwa temuan audit berpengaruh positif terhadap 
praktik korupsi.  
Berbeda dari hasil penelitian yang dilakukan oleh, Renas dan Muid (2014) 
serta Nurul, Rahayu dan Triyanto (2017) dalam penelitiannya memberikan hasil 
bahwa temuan audit tidak berpengaruh terhadap praktik korupsi. Karena ketidak 
patuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam laporan daerah provinsi 
secara simultan terhadap praktik korupsi yang ada di Pemerintah Provinsi. 
Sedangkan Shohib dan Haryanto (2014) mengatakan bahwa kasus korupsi 
terkait dengan tindak lanjut dapat digunakan untuk mencerminkan suatu 
keefektifan pengawasan dalam audit pemerintah untuk menentukan sistem audit 
yang benar. Tindak lanjut ini penting dilakukan untuk rekomendasi yang 
diusulkan oleh auditor agar dapat diimplementasikan dengan baik, rekomendasi 
dalam laporan pemeriksaan menunjukkan kualitas dari suatu hasil pemeriksaan 
dan laporan ini akan efektif jika rekomendasi tersebut dilaksanakan oleh auditor. 
Hasil penelitian ini berpengaruh positif terhadap praktik korupsi. 
Sementara hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Lin dan Liu (2012) jumlah ketidakberesan yang ditemukan dapat 
mempengaruhi tingkat pendapat dan belanja daerah melalui institusi audit yang 
ada di Cina sehingga hasil penelitian yang dilakukannya mengenai tindak lanjut 
korupsi memberikan hasil negatif terhadap praktik korupsi. 
Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
dengan judul “Hasil Audit Pemerintah dan Praktik Korupsi pada Pemerintah 
Daerah di Indonesia”. 
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1.2. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, maka dapat 
diidentifikasi permasalahannya menjadi beberapa hal, diantarannya sebagai 
berikut: 
1. Peraturan Pemerintah daerah belum efisien sehingga banyak celah untuk 
pemimpin melakukan tindakan korupsi. 
2. Kurangnya transparasi dalam penggunakan dana sehingga terjadi 
information asymmetry antara pemerintah dan masyarakat. 
3. Masih ditemukan kesenjangan dalam hasil audit pemerintah dan maraknya 
kasus korupsi disetiap provinsi. 
 
1.3. Batasan Masalah  
Batasan masalah dalam penelitian ini dibuat agar penelitian ini tidak 
menyimpang dari arah dan tujuan penelitian, serta dapat mengetahui sejauh 
mana hasil penelitian dapat dimanfaatkan. Batasan masalah dalam penelitian ini 
adalah: 
1. Hasil audit pemerintah yang ditinjau dari opini audit, temuan audit dan 
tindakan lanjut hasil audit dampaknya terhadap praktik korupsi pada 
Pemerintahan Daerah di Indonesia 
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1.4. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka  
rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah : 
1. Apakah opini audit berpengaruh signifikan terhadap praktik korupsi? 
2. Apakah temuan audit berpengaruh signifikan terhadap praktik korupsi? 
3. Apakah tindak lanjut hasil korupsi berpengaruh signifikan terhadap praktik 
korupsi? 
 
1.5. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan 
dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk menguji apakah opini audit berpengaruh signifikan terhadap praktik 
korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia. 
2. Untuk menguji apakah temuan audit berpengaruh signifikan terhadap 
praktik korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia. 
3. Untuk menguji apakah tindak lanjut hasil audit signifikan terhadap praktik 
korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia. 
 
1.6. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi  pihak-pihak  yang terkait  
antara lain : 
1. Manfaat Teoritis 
Masyarakat mampu menjadikan penelitian ini sebagai informasi 
tentang kasus korupsi di Indonesia dan bagaimana pengendalian korupsi 
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melalui penelitian ini dan dapat dijadikan refrensi untuk penelitian 
selanjutnya. 
2. Manfaat Praktisi  
a. Bagi pemerintah pusat, dengan adanya penelitian ini agar dapat dijadikan 
gambaran tentang pengendalian korupsi khususnya pada pemerintah 
provinsi dan dapat ditindak lanjuti. 
b. Bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dapat menjadikan penelitian ini 
sebagai cara untuk meningkatkan kualitas dan kinerja dalam mengaudit 
laporan keuangan. 
 
1.7. Jadwal Penelitian 
Terlampir 
 
1.8. Sistematika Penulisan Skripsi 
Penulis membagi pembahasan penelitian dalam lima bab. Pada setiap bab 
terdiri atas beberapa sub bab sebagai penjelasan yang berkorelasi dengan bab 
tersebut. Adapun  sistematika penulisan hasil penelitian ini adalah sebagai sebagai 
berikut :  
BAB I : PENDAHULUAN  
Bab ini uraian tentang latar belakang masalah, identifikasi 
masalah,batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 
manfaat penelitian, jadwal penelitian dan sistematika penulisan.  
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BAB II  : LANDASAN TEORI   
Bab ini menjelaskan teori-teori yang mendasari dan berkaitan dengan 
pembahasan dalam skripsi, yang mana digunakan sebagai pedoman 
dalam menganalisis masalah. Teori-teori yang digunakan berasal dari 
literatur-literatur yang ada, baik dari perkuliahan maupun sumber lain 
yang relevan.  
BAB III : METODE PENELITIAN  
Bab ini berisi uraian tentang waktu dan wilayah penelitian, jenis 
penelitian, data (populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel) dan 
sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, definisi 
operasional serta teknik analisis data. 
BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  
Bab ini berisi uraian tentang gambaran umum penelitian, pengujian dan 
hasil analisis data serta pembahasan hasil analisis data (pembuktian 
hipotesis).  
BAB V : PENUTUP  
Bab ini berisi uraian tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan 
saran. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
 
2.1. Kajian Teori  
2.1.1. Teori Keagenan (Agency Theory) 
Teori  agensi  berpendapat  bahwa  akan  terjadi asimetri  informasi karena  
pemerintah  memiliki lebih banyak informasi tentang sumber daya yang dimiliki  
dalam  bentuk  APBD  dibandingkan dengan  masyarakat.  Asimetri  inilah  yang 
memungkinkan terjadinya penyelewengan atau tindak korupsi yang banyak 
dilakukan oleh agen atau pemerintah (Rini dan Damiati, 2017). 
Pada sektor pemerintahan, pejabat pada pemerintahan sebagai pihak yang 
menyelenggarakan pelayanan publik memiliki informasi yang lebih banyak 
sehingga dapat membuat keputusan atau kebijakan yang hanya mementingkan 
pemerintah dan penguasa serta mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan 
rakyat. Untuk mengurangi masalah tersebut, upaya yang harus dilakukan 
pemerintah daerah adalah menyajikan laporan keuangan secara  transparan dan 
akuntabel. 
Sebagai bentuk pengawasan atas laporan keuangan yang telah dibuat oleh 
Pemerintah Daerah Provinsi, laporan keuangan tersebut harus diperiksa oleh BPK. 
Pemeriksaan dilakukan untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran 
informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Selain itu. 
pemerintah juga harus meningkatkan akuntabilitas atas  kinerjanya  agar  dapat  
mengurangi asimetri informasi. Semakin berkurangnya asimetri informasi  
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membuat  kemungkinan  untuk melakukan korupsi juga menjadi lebih kecil 
(Setyaningrum, 2012). 
Salah satu kriteria pemberian  opini  menurut  Undang Undang Nomor 15 
Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara Pasal 16 ayat (1) adalah pengungkapan yang cukup, dimana laporan 
keuangan harus mengungkapkan informasi yang wajib disajikan berdasarkan 
SAP. Sehingga toeri agensi Teori keagenan menjadi landasan dalam penelitian ini 
karena mampu menjelaskan konsep corporate goverment.  
Eisenhardt (1998) dalam Setyapurnama dan Norpratiwi (2006) 
menyatakan bahwa teori keagenan dilandasi oleh tiga asumsi yaitu: 
1. Asumsi tentang sifat manusia (human assumptions), yang menekankan 
bahwa manusia memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri (Self 
Interest), memiliki keterbatasan rasio (bounded rasionality) dan tidak 
menyukai resiko (risk aversion). 
2. Asumsi tentang keorganisasian, adanya konfilk antara anggota organisasi, 
efisiensi sebagai kreteria produktifitas, dan adanya asimetri informasi 
antara pemilik dan agen. 
3. Asumsi tentang informasi, menyatakan bahwa informasi adalah sesuatu 
yang dapat diperjual-belikan. 
Berdasarkan tiga asumsi diatas manusia akan lebih mementingkan pribadi 
dibandingkan kepentingan organisasi. Agen lebih termotivasi untuk meningkatkan 
karirnya di masa yang akan datang sementara prinsipal mengutamakan 
profitabilitasnya, konflik yang dihadapi oleh agen dan prinsipal akan terus 
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meningkat karena prinsipal tidak mampu memonitori kegiatan agen setiap hari 
dan agen mempunyai lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan 
kerja dan organisasi hal ini yang akan menyebabkan asimetri informasi, tidak 
seimbangnya agen dan prinsipal. (Rini dan Damiati, 2017). 
Gambar 2.1 
Hubungan antara Teori Keangenan Pemerintah dan Masyarakat 
 
 
 
 
 
Sumber: Rini dan Damiati (2017). 
 
Teori keagenan menjadi acuan utama dalam penelitian ini karena mampu 
menjelaskan konflik yang terjadi antara pemerintah daerah sebagai agen  dan 
masyarakat yang bertindak sebagai prinsipal yang berkaitan dengan Anggaran 
Pembangunan Belanja Daerah (APBD).  
Teori agensi berpendapat bahwa akan terjadi asimetri informasi dimana 
pemerintah lebih banyak memiliki informasi sumber daya dalam bentuk APBD 
dibandingkan masyarakat. Hal ini yang mengakibatkan terjadinya asimetri atau 
penyelewengan dan tingkat korupsi oleh pemerintah. Sebagai konsekuensinya, 
pemerintah daerah harus mampu meningkatkan akuntabilitas atas kinerjanya 
sebagai cheks dan balaces untuk mengurangi information asymetry. 
Teori 
Agensi 
Agen 
(pemerintah) 
Prinsipal 
(masyarakat) 
Asimetri 
Informasi 
Problem 
agensi 
Audit 
pemerintah dan 
pengungkapan 
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Berdasarkan agency theory pengelolaan pemerintah daerah harus diawasi 
untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan sesuai dengan kepatuhan dari 
peraturan dan ketentuan yang berlaku, dengan meningkatnya akuntabilitas 
pemerintah daerah, informasi yang diterima oleh masyarakat menjadi lebih 
seimbang karena dapat mengurangi information asimetry yang terjadi. Selain itu 
peluang untuk melakukan tingkat korupsi lebih kecil (Rini dan Damiati, 2017). 
2.1.2. Korupsi 
1. Pengertian Korupsi 
Menurut Transparency International Indonesia (TII, 2006) menyatakan 
bahwa korupsi sebagai penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi. 
Korupsi merupakan gejala masyarakat yang ditemui dimana saja, sejarah adanya 
korupsi hampir ada di setiap negara karena korupsi selalu berkembang seiring 
dengan berkembangnya zaman di era globalisasi ini. Menurut Pius Abdillah dan 
Syarifudin dalam kamus Bahasa Indonesia korupsi merupakan perbuatan buruk 
seperti menggelapkan uang dan penerimaan uang sogokan.  
Hehamahua dalam Djaja (2010:13) mengemukakan bahwa “Korupsi di 
Indonesia sudah tergolong extra-ordinary crimes karena telah  merusak, tidak saja 
keuangan negara dan potensi ekonomi negara, tetapi juga telah  meluluhlantakkan  
pilar-pilar  sosial budaya,  moral, politik, dan tatanan  hukum  dan  keamanan  
nasional. Oleh karena itu, pola pemberantasannya tidak bisa hanya oleh instansi 
tertentu dan tidak bisa juga dengan pendekatan parsial. Hal itu maka harus 
dilakukan dengan komprehensif dan bersama-sama, oleh penegak hukum,  
lembaga  masyarakat, dan  individu  anggota  masyarakat. 
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Menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) dikutip oleh 
(Tuanakotta 2012:196). Korupsi digambarkan sebagai ranting-ranting benturan 
kepentingan (conflicts of interest), penyuapan (bribery), hadiah (illegal gratuities) 
dan economic extortion. Undang-Undang No 31 tahun 1999 Undang-Undang No 
20 tahun 2001 yang merumuskan 30 jenis atau bentuk tindak pidana korupsi yang 
terbagi dalam tujuh kelompok yaitu: 
a. Kerugian keuangan negara, 
b. Suap-menyuap, 
c. Pengelapan dalam jabatan, 
d. Perbuatan pemerasan, 
e. Perbuatan curang, 
f. Benturan kepentingan dalam pengadaan dan, 
g. Gratifikasi.  
Dari berbagai pengertian korupsi diatas dapat disimpulkan bahwa, korupsi 
merupakan suatu tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan  
kepentingan publik demi kepentingan pribadi, sehingga dengan adanya tindak 
penyalahgunaan kekuasaan ini dapat menimbulkan kerugian negara yang diterima 
oleh negara. Tindak kecurangan korupsi ini merupakan sebuah pelanggaran yang 
harus ditanggani oleh KPK yang merupakan suatu lembaga yang menanggani 
kasus korupsi. 
 
2. Tingkat Korupsi dan Kolusi 
Praktik korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, Korupsi di Indonesia 
banyak terjadi pada pemerinah daerah, BUMN dan BUMD, serta lembaga lainnya 
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Praktik Korupsi di Indonesia dilakukan berbagai bentuk dan modus bervariasi 
seperti penyalahgunaan wewenang, pembayaran fiktif, kolusi/persekongkolan, 
suap/uang pelicin, pungutan liar, penyalahgunaan fasilitas kantor, tidak disiplin 
waktu, komisi atau transaksi jual/beli yang tidak disetor ke kas negara, menunda 
atau memperlambat pembayaran proyek, penyalahgunaan anggaran dan menerima 
hadiah (Haryanto, 2012). 
Praktik korupsi termasuk sebagai tindak pidana korupsi sepanjang 
perbuatan pidana tersebut memenuhi empat unsur esensial (delik) ada pelakunya 
yang dapat berupa perseoarangan atau sekelompok orang atau korporasi, 
perbuatan tersebut menguntungkan atau memperkaya dirinya sendiri, orang lain, 
atau korporasi, perbuatan tersebut melanggar hukum atau menyalahgunakan 
kewenangannya dan perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara (Haryanto, 2012). 
Masyarakat kurang menyadari dampak dari terjadinya praktik korupsi. 
Banyak yang akan timbul jika korupsi tidak dihentikan termasuk kesejahteran 
ekonomi untuk masyarakat, sebagian masyarakat beranggapan bahwa korupsi 
hanya merugikan negara dan pemerintah namun bukti dari terjadinya praktik 
korupsi yang banyak dirugikan adalah masyarakat dan penikmat dari hasil korupsi 
adalah penjabat tinggi negara. Dengan ini pemerintah harus lebih tegas dalam 
melakukan pemberantasan korupsi untuk menyelamatkan perekonomian dan 
kemajuan negara. 
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3. Faktor Penyebab Korupsi 
Menurut para ahli terjadinya korupsi karena beberapa faktor yang bersifat 
tidak tunggal. Terdapat faktor langsung dan faktor tidak langsung yang 
menyebabkan terjadi korupsi, menurut Tanzi dalam Kurniawan (2009) terdapat 
enam faktor langsung yang mempengaruhi terjadinya korupsi antara lain:  
1. Pengaturan dan otorisasi, seorang penjabat memiliki kewenangan 
monopoli untuk melakukan pengaturan dan otoritas, jika tidak diimbangi 
dengan ketersediaan transparasi, kejelasan prosedur dan upaya adminitratif 
dapat menyebabkan terjadinya korupsi. 
2. Pajak dapat menyebabkan korupsi apabila tidak didasari dengan aturan 
yang jelas akan memungkinkan terjadinya kontak langsung antara petugas 
pajak dan pembayar pajak.  
3. Kebijakan pengeluaran atau anggaran, diperlukan adanya transparansi dan 
pengawasan institusi yang efektif dalam pembuatan kebijakan.  
4. Penyediaan barang dan jasa dibawah harga pasar, ketika permintaan 
barang dan jasa lebih besar dari penawaran yang ada. 
5. Kebijakan diskresi, harus diimbangi dengan transparansi dan pengawasan 
intitusi. 
6. Pembiayaan partai politik, akan terjadi korupsi apabila tidak ada 
pengaturan yang jelas mengenai pembiayaan partai politik oleh 
pemerintah. 
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Selain itu ada berbagai macam faktor yang menyebabkan tindak korupsi 
yang dilakukan secara tidak langsung ada enam antara lain:  
a. Kualitas birokasi,ketika sistem perekrutan pegawai lebih didasarkan pada 
pertimbangan politik dan tidak adanya aturan yang memadai mengenai 
perekrutan pegawai. 
b. Besar gaji sektor publik, besaran gaji pegawai yang tidak cukup untuk 
memenuhi kebutuhan hidup. 
c. Sistem hukum yang kurang memadai, kurang tegasnya suatu peraturan 
sehingga banyak orang melanggar hukum. 
d. Kurangnya pengawasan institusi, lemahnya sistem pengawasan internal 
yang memadai, efektif, transparan dan jelas. 
e. Transparasi aturan, hukum, dan proses, sebuah negara harus memiliki 
pengaturan yang memadai peyelenggaraan pemerintah. 
f. Teladan dari pimpinan, pemimpin yang baik akan memberikan contoh 
yang baik bagi bawahannya dan sebaliknya jika pemimpinnya buruk akan 
menciptakan generasi penerus yang buruk. 
4. Dampak  Korupsi 
Korupsi mempunyai dampak yang merugikan dan merusak kehidupan bagi 
masyarakat, korupsi juga menyebabkan kerugian material dan in-material yang 
dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi biaya tinggi karena korupsi 
membawa pemborosan dalam ekonomi (Bahrin, 2004). Sehingga dengan 
maraknya kasus korupsi di Indonesia selain dapat merusak kehidupan bagi 
masyarakat secara luas korupsi juga dapat merugikan negara. Soejono Karmi 
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dalam La Sina (2008) berpendapat bahwa terdapat beberapa akibat dari tindakan 
korupsi yaitu: 
1. Merusak sistem tatanan masyarakat. Norma-norma masyarakat dirusak 
oleh persekongkolan yang didukung oleh publik. 
2. Penderitaan yang dirasakan oleh masyarakat dalam sektor ekonomi, 
adminitrasi, politik dan hukum. 
3. Perekonomian negara yang semakin memburuk atas tindak korupsi secara 
langsung maupun tidak memberi penderitaan sebagian besar masyarakat. 
Sementara korupsi menurut Chetwynd, dkk. (2003) yang menyatakan 
bahwa korupsi berdampak pada kemiskinan yang dijelaskan melalui dua model 
yaitu model pemerintahan dan model ekonomi. Model pemerintahan menjelaskan 
bahwa korupsi mengurangi kapasitas suatu pemerintah dalam memberikan 
pelayanan terhadap publik, menurunkan kepatuhan terhadap suatu peraturan, 
meningkatkan biaya anggaran pemerintah dan mengalihkan investasi publik 
dalam kebutuhan publik dalam memperoleh sumber pendanaan. Sementara model 
ekonomi menjelaskan korupsi dapat mengurangi investasi dan kesenjangan 
pendapatan negara maupun perusahaan. 
4. Pemberantasan Korupsi  
Korupsi merupakan masalah yang kompleks untuk mengatasinya 
diperlukan upaya yang kompehensif. Pope (2003) terdapat enam bidang 
perubahan yang mampu medukung pelaksanaan anti korupsi yaitu: 
kepemimpinanan, program publik, perbaikan organisasi pemerintah, penegakan 
hukum, kesadaran masyarakat dan pencegahan korupsi.  
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Upaya pemerintah untuk memberantas praktik korupsi merupakan salah 
satu faktor yang signifikan dalam menentukan kualitas pemerintah yang baik, 
tingginya tingkat korupsi disuatu negara membukitkan buruknya penyelenggaraan 
pemerintah di negara tersebut, karena peran pemerintah dalam mengalokasikan 
sumber daya publik dapat terdistorsi dengan maraknya tingkat penyelewengan 
korupsi. Menurut Widjajabrata dan Zacchea (2004) menyatakan empat strategi 
dalam pemberantasan korupsi antara lain:  
1. Memfokuskan pada penegakan hukum dan hukuman yang akan diberikan 
kepada pelaku. 
2. Melibatkan masyarakat dalam mencegah dan mengatasi korupsi.Reformasi 
pada sektor publik kegiatan penguatan akuntabilitas, transparansi dan 
pengawasan. 
3. Meningkatkan aturan hukum kualitas undang-undang anti korupsi, 
tindakan pencucian uang dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang 
baik dan bebas dari korupsi. 
Melihat banyaknya tingkat kasus korupsi di pemerintahan daerah di 
Indonesia. De Asis (2006) menyatakan terdapat lima tahapan dalam mengatasi 
korupsi di Pemerintahan Daerah antara lain: meningkatkan transparansi dan 
akuntabilitas, penilaian keinginan politik, mengajak masyarakat dalam 
pemberantasan korupsi, mencari masalah yang terjadi dalam pemerintahan daerah, 
melakukan reformasi dengan pendekatan holistik. Dengan adanya tahapan dalam 
mengatasi tindak lanjut korupsi dapat membantu mengatasi maraknya tingkat 
penyelewengan.  
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Dari beberapa pendapat yang dinyatakan oleh para ilmuwan pada dasarnya 
dalam penanggulangan korupsi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu mencegah 
dan tindakan. Pencegahan meliputi semua usaha dan cara yang dilakukan 
pemerintah untuk mencegah terjadinya korupsi, sementara tindakan dapat berupa 
usaha yang dilakukan dalam bentuk menyelematkan uang dan keruigian negara 
akibat korupsi dengan memberi hukuman kepada pelaku sesuai dengan ketentuan 
hukum yang berlaku (Bahrin, 2004) 
Pemberantasan yang dilakukan di Indonesia masih berfokus pada upaya 
tindakan. Perlu adanya keseimbangan antara upaya pencegahan dan tindakan 
untuk mencapai hasil yang baik, pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan 
oleh pemerintah saja namun masyarakat juga harus mampu ikut membantu 
pemerintah dalam memberantas tindak korupsi. 
2.1.3. Audit Pemerintah  
Menurut Arens, dkk (2012) auditing adalah pengumpulan dan evaluasi 
bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian antara 
informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Sedangkan dalam peraturan BPK-RI 
No. 1 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), yang 
dimaksud dengan pemeriksaan atau auditing adalah proses identifikasi masalah, 
analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional 
berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, 
kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan negara.  
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Sementara audit sektor publik menurut I Gusti agung Rai (2008:29), yang 
menyatakan bahwa Audit adalah kegiatan yang ditujukan terhadap entitas yang 
menyediakan pelayanan dan penyediaan barang yang pembiayaannya berasal dari 
penerimaan pajak dan penerimaan negara lain dengan tujuan membandingkan 
kondisi yang ditemukan dengan kriteria yang ditetapkan.   
Adapun jenis-jenis audit sektor publik menurut Peraturan BPK-RI No. 1 
Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SKPN) yang terdiri 
dari: 
1. Audit Keuangan (Financial Audit) yaitu pemeriksaan keuangan atas 
laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang 
memadai (reasonable assurance) apakah laporan keuangan telah disajikan 
secara wajar, semua materi yang yang sesuai dengan prinsip akuntansi 
umum yang berlaku di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain 
prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. 
2. Audit Kinerja (Performance Audit), pemeriksaan kinerja keuangan negara 
yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta 
pemeriksaan aspek efektivitas. Dalam melakukan pemeriksaan kinerja, 
pemeriksa juga menguji kepatuhan terhadap ketentuan peraturan 
perundang- undangan serta pengendalian intern. 
3. Audit dengan tujuan tertentu, pemeriksaan yang bertujuan untuk 
memberikan kesimpulan atas sesuatu yan diperiksa. Pemeriksaan ini 
bersifat eksaminasi (examination), meninjau (review), atau prosedur yang 
disepakati (agreed-upon procedures). Pemeriksaan ini meliputi 
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pemeriksaan di bidang keuangan, investigatif dan pemeriksaan oleh sistem 
pengendalian intern.  
 
2.1.4. Opini Audit  
Opini audit merupakan suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh auditor 
atas kewajaran suatu informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. 
Sehingga opini audit dapat digunakan oleh penguna laporan keuangan dan dapat 
memberi keyakinan atas informasi yang dihasilkan serta dapat digunakan dalam 
pengambilan keputusan.  
Opini audit merupakan hasil dari proses audit dan salah satu faktor yang 
dapat menggambarkan kualitas audit (Wibowo dan Rossieta, 2009). Semakin baik 
opini yang dinyatakan oleh seorang audit menunjukkan bahwa penilaian kinerja 
pemerintah daerah yang baik dapat dinilai dengan menunjukkan rendahnya 
pontensi penyimpangan di lingkungan pemerintah daerah tersebut.  
Berdasarkan undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara disebutkan ada empat jenis 
opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas hasil 
pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah (LKP), antara lain yaitu: 
1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified opinion)  
Menjelaskan bahwa opini yang paling baik adalah wajar tanpa 
pengecualian karena auditor mayakini bahwa laporan keuangan bebas dari 
kesalahan atau kekeliruan. 
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2. Opini Wajar dengan Pengecualian (Qualified Opinion) 
Opini yang menunjukkan bahwa sebagian besar pos dalam laporan 
keuangan, posisi keuangan hasil usaha dan arus kas entitas disajikan secara 
wajar bebas dari salah saji material dan sesuai dengan prinsip akuntansi 
yang berlaku di Indonesia. Kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan 
dengan yang dikecualikan atau pos pos yang disajikan tidak wajar. 
3. Opini Tidak wajar (Adversed Opinion)  
Opini ini menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa 
tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas 
entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di 
Indonesia. Keadaan ini bisa terjadi karena buruknya sistem pengendalian 
intern dan sistem akuntansi yang ada. 
4. Pernyataan Menolak Memberikan Opini (Disclaimer Opinion) 
Pernyataan ini menjelaskan bahwa auditor tidak dapat memberi 
pendapat pada laporan keuangan kerana dua alasan yaitu auditor terganggu 
independensinya dan auditor dibatasi untk mengakses data tertentu (Tarmizi, 
khairudin dan Jayadi, 2014).  
Pemberian opini atas laporan keuangan pemerintah bukan tanpa alasan, 
tetapi karena ditemukannya sejumlah kondisi yang memenuhi kriteria 
pertimbangan dalam penentuan opini. Menurut Undang Undang Nomor 15 tahun 
2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, 
opini atas laporan keuangan merupakan pernyatan profesional BPK mengenai 
kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.  
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Kriteria kewajaran berdasarkan pada empat hal berikut, yaitu (BPK, 
2012): 
a. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah 
b. kecukupan pengungkapan (adequate disclosure) 
c. kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan 
d. efektivitas sistem pengendalian intern 
Untuk dapat meraih opini WTP, suatu pemerintah daerah harus memenuhi 
empat kriteria. Dalam proses pemberian opini oleh BPK RI adalah berdasarkan 
nilai-nilai temuan dari hasil pemeriksaan BPK RI akan dilakukan perhitungan-
perhitungan apakah nilai temuan pemeriksaan tersebut materialitas, tidak material 
atau sangat material berpengaruh terhadap kewajaran penyajian angka-angka 
dalam laporan keuangan pemerintah (Sari, 2015). Menurut penelitian sebelumnya 
yang dilakukan oleh Damayanti dan Sudarma (2007) Opini audit dapat diukur 
dengan variabel dummy, nilai 1 dan 0.  
 
 
2.1.5. Temuan Audit 
Hasil pemeriksaan keuangan dibagi dalam tiga bagian yaitu laporan yang 
memuat tentang laporan keuangan berupa opini audit, temuan audit dan tindak 
lanjut hasil audit. Menurut Marsyitoh (2015), temuan audit yang diuji berupa 
temuan atas kelemahan sistem pengendalian intern dan temuan audit atas 
kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan dan kedua temuan audit 
akan dikelompokkan berdasarkan pengelompokan yang dilakukan oleh BPK. 
WTP = 1 dan Selain WTP= 0 
30 
 
 
 
Pengendalian  intern  pada  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  
dirancang dengan pedoman  pada  PP  Nomor  60  Tahun  2008  tentang  Sistem  
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sistem pengendalian intern (SPI) adalah 
proses yang integral pada  tindakan  dan  kegiatan  yang  dilakukan  secara  terus  
menerus  oleh  pimpinan  dan seluruh  pegawai  untuk  memberikan  keyakinan  
memadai  atas  tercapainya  tujuan organisasi  melalui  kegiatan  yang  efektif  dan  
efisien,  keandalan  pelaporan  keuangan, pengamanan  aset  negara,  dan  ketaatan  
terhadap  peraturan  perundang-undangan. SPIP terdiri dari dari lima unsur yaitu 
lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan 
komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern. 
Temuan hasil audit dapat menyebabkan kerugian  negara dan daerah  
sebagai  akibat dari  perbuatan melawan  hukum  baik  sengaja  maupun  
disebabkan karena kelalaian seseorangterhadap  unsur  ketidakpatuhan terhadap 
ketentuan perundang-undangan yang dapat berupa pemborosan dan kebocoran 
dana  hingga  korupsi.  Hal  tersebut  menjelaskan  bahwa  kinerja  pemerintahan  
daerah rendah,  disebabkan  karena  tidak  adanya  upaya  optimalisasi  
pengelolaan  dana  publik yang dapat dipertanggungjawabkan secara ekonomis, 
efisien dan efektif sesuai dengan kewenangan  yang  telah  diberikan  kepada 
pemerintah daerah atau pusat dalam  rangka  meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat (Hermin, Payamta dan Sutaryo, 2013).  
Sementara temuan berdasarkan Lin dan Liu (2012), pengukuran temuan 
audit dilakukan dengan jumlah kasus temuan audit karena tidak semua temuan 
audit memiliki nilai materil terutama temuan audit berdasarkan sistem 
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pengendalian internal dan temuan audit atas ketidakpatuan yang terkait dengan 
adminitrasi.  
 
 
 
2.1.6. Tindak Lanjut Audit  
Berdasarkan pasal 20 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, menyatakan 
bahwa seluruh pihak yang wajib diperiksa untuk memberikan respon terhadap 
hasil laporan BPK dan harus diserahkan tidak lebih dari 60 hari setelah laporan 
diterima. Setelah proses pemeriksaan atau audit, tahap selanjutnya yaitu atas 
rekomendasi yang diberikan oleh auditor. Tahapan ini penting dilakukan agar 
rekomendasi yang diberikan oleh auditor dapat dilaksanakan dengan baik oleh 
Pemerintahan Daerah.  
Mendeteksi temuan dalam audit pemerintah hanyalah langkah awal dan 
langkat selanjutnya yang lebih penting yaitu menindak lanjuti kasus korupsi yang 
ada sehingga segala bentuk korupsi dapat dipertanggungjawabkan melalui 
penekanaan yang lengkap dan berkelanjutan dari keputusan audit, sanksi, denda 
dan saran. Setiap kasus harus ditindak lanjuti untuk mencegah praktik dan 
tindakan korupsi berkenjutan sehingga pemerintah perlu tegas dalam menindak 
lanjuti agar tidak terulang lagi dan lagi.   
Temuan audit = 
Log total jumlah temuan audit Sistem 
Pengendalian Intern dan ketidakpatuhan 
terhadap Undang Undang (Temuan 
Perkapita) 
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Dwiputrianti (2008) berpendapat bahwa adanya laporan tindak lanjut hasil 
audit dan rekomendasi dalam laporan pemeriksaan menunjukkan kualitas dari 
suatu laporan hasil pemeriksaan sehingga laporan akan menjadi lebih efektif. 
Menurut Shohib dan Haryanto (2014), tindak lanjut atas hasil audit disini dapat 
diukur dengan log rekomendasi hasil pemeriksaan yang sudah ditindaklanjuti 
sesuai dengan sanksi dan denda, khususnya jumlah yang dikembalikan ke kas 
negara atau daerah yang seharusnya dikembalikan dan jumlah bantuan hibah yang 
disesuaikan dengan jumlah populasi.  
 
 
 
2.2. Hasil Penelitian Yang Relevan 
Untuk memperkuat hasil penelitian maka hal tersebut tidak terlepas dari 
adanya penelitian terdahulu yang relevan. Di bawah ini merupakan ringkasan 
hasil peneliian terdahulu: 
Tabel 2.1 
Hasil Penelitian Terdahulu 
No. Variabel Peneliti, Metode 
Penelitian dan 
sampel 
Hasil Penelitian Saran Penelitian 
1 Temuan audit dan 
tindak lanjut hasil 
audit terhadap 
tingkat korupsi. 
Liu dan Lin, 
(2012) 
Metode purposive 
sampling 
Sampel penelitian 
31 provinsi di 
China tahun 
1999-2008 
Temuan audit 
berpengaruh 
positif terhadap 
tinkat korupsi. 
Tindak lanjut 
hasil audit 
berpengaruh 
negatif terhadap 
tingkat korupsi  
Menambahkan 
faktor-faktor 
seperti indendensi 
auditor, 
pengendalian 
kualitas dan 
kualitas proses 
audit 
independensi.  
Tindak lanjut Hasil audit =  
Log total nilai yang diserahkan kepada kas 
negara dan disesuaikan dengan jumlah populasi 
(rupiah perkapita) 
Tabel berlanjut... 
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Tabel lanjutan ... 
No. Variabel Peneliti, 
Metode 
Penelitian dan 
sampel 
Hasil Penelitian Saran Penelitian 
   provinsi. 
Audit pemerintah 
berpengaruh 
mengurangi tinkat 
korupsi. 
 
2 Opini audit dan 
kinerja keuangan 
pemerintah 
daerah terhadap 
tingkat korupsi. 
Heriningsih dan 
Marita (2014) 
Metode analisis 
statistik 
deskriptif, 
Sampel 
penelitian 13 
kabupaten atau 
kota yang ada di 
Indonesia tahun 
2008-2010. 
Opini audit dan 
kinerja keuangan 
tidak berpengaruh 
terhadap tngkat 
korupsi. 
Menambahkan 
atau mengurangi 
variabel- variabel 
yang relevan 
sesuai dengan 
kondisi indonesia. 
 
 
 
3 Temua audit dan 
tindak lanjut audit 
terhadap korupsi. 
Shohib dan 
Haryanto, 2014 
Metode analisis 
regresi ordinary 
least square 
(OLS). 
Sampel 
penelitian 33 
provinsi di 
Indonesia 2011-
2012. 
Temuan audit 
berpengaruh 
signifikan dan 
negatif terhadap 
korupsi. 
Tindak lanjut 
hasil audit 
berpengaruh 
signifikan dan 
positif terhadap 
korupsi. 
Penelitian 
kedepannya 
mampu 
menambahkan 
faktor-faktor baru 
yang 
mempengaruhi 
korupsi 
4 Pengaruh opini 
audit, temuan 
audit dan tindak 
lanjut hasil audit 
terhadap presepsi 
korupsi. 
Marsyitoh dkk, 
2015 
Metode 
penelitian 
kuantitatif  
Sampel 
penelitian 50 
kabupaten dan 
kota di 
Indonesia 2008-
2010. 
Opini audit dan 
tindak lanjut hasil 
audit berpenaruh 
negatif terhadap 
persepsi korupsi. 
Temuan audit atas 
lemahnya 
pengendalian 
internal tidak 
berpengaruh pada 
persepsi audit. 
Untuk penelitian 
kedepannya 
diharapkan 
mampu 
menambahkan 
peran audit selain 
memberi 
opini,temuan dan 
menindak lanjuti 
hasil audit dalam 
mengatasi 
korupsi. 
Tabel  berlanjut... 
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No. Variabel Peneliti, 
Metode 
Penelitian dan 
sampel 
Hasil Penelitian Saran Penelitian 
5 Opini audit dan 
pengunkapan 
laporan keuangan 
pemerintah 
dengan korupsi. 
Rini dan sarah, 
2014  
Metode 
penelitian 
kualitati 
deskriptif 
 
Kualitas 
peningkatan 
laporan keuangan 
tidak berpengaruh 
antara 
pengungkapan 
laporan keuangan 
daerah dengan 
opini audit yang 
diberikan oleh 
BPK. 
 
Pengungkapan 
laporan keuangan 
pemerintah dan 
opini audit 
berpengaruh 
terhadap korupsi. 
Penelitian 
kedepannya 
mampu 
menambahkan 
variabel baru 
dalam 
mengungkapan 
LKPD selain 
memberikan 
opini. 
 
2.3. Kerangka Berpikir  
Kerangka berpikir menggambarkan model konseptual mengenai hubungan 
antara variabel yang diuji dengan variabel-variabel independen dan dependen, 
variabel yang digunakan antara lain yaitu opini audit, temuan audit dan tindak 
lanjut hasil audit. 
Gambar 2.2 
Skema Kerangka Berpikir 
 
 
 
 
 
Opini audit 
Temuan Audit 
Tindak Lanjut  
Hasil Audit 
Praktik Korupsi 
H1 
H2 
H3 
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2.4. Hipotesis  
2.4.1. Pengaruh Opini Audit Terhadap Tingkat Korupsi 
Pemeriksaan atas laporan keuangan yang dilakukan untuk memberikan 
opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. 
Opini audit pada laporan keuangan menunjukkan tingkat kewajaran yang dapat 
mencerminkan tingkat akuntabilitas laporan keuangan yaitu dengan memberikan 
kontribusi dalam usaha mengurangi praktik korupsi (Rini dan Damiati, 2017). 
Hubungan antara opini audit dan kinerja pemeritah telah dibuktikan oleh 
Ismunawan (2016), yang menyatakan bahwa opini audit memiliki pengaruh 
terhadap korupsi yang terjadi di pemerintahan daerah. Penelitian ini juga 
didukung oleh Masyitoh et al (2015), yang berpendapat bahwa opini audit 
berpengaruh terhadap persepsi korupsi. Karena semakin baik opini yang diperoleh 
maka semakin rendah pula potensi korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintah 
daerah. 
Rini dan Sarah (2014) menyatakan bahwa opini yang diberikan oleh BPK 
RI berkaitan dengan adanya korupsi dalam laporan keuangan pemerintah daerah. 
Hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah: 
H1: Opini audit berpengaruh terhadap tingkat korupsi. 
2.4.2. Pengaruh Temuan Audit Terhadap Tingkat Korupsi. 
Temuan audit merupakan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksaan 
Keuangan (BPK) yang menunjukkan temuaan audit baik berupa temuan atas 
pengendalian internal maupun temuan atas ketidakpatuhan atas perundang-
undangan. Huefner (2011) menjelaskan bahwa cara utama dalam mencegah 
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terjadinya kecurangan yaitu dengan sistem pengendalian yang kuat sehingga 
semakin banyak temuan tentang kelemahan pengendalian internal akan 
meningkatkan kemungkinan terjadinya korupsi. 
Marsyitoh, dkk (2015) menyatakan bahwa temuan audit atas ketidakpatuhan 
pada perundang-undangan berpengaruh positif terhadap korupsi. Semakin banyak 
temuan yang ditemukan melalui akun dan penjelasan laporan keuangan harus 
diperhatikan oleh auditor yang profesional, cermat dan bertanggungjawab. Jika 
auditor tidak menemukan jejak korupsi maka auditor tidak dapat memenuhi 
tanggungjawabnya (Shohib dan Haryanto, 2014)  
Temuan audit dapat digunakan untuk mendeteksi ada dan tidaknya korupsi 
dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Hipotesis dalam penelitian ini 
dirumuskan sebagai: 
H2: Temuan audit berpengaruh terhadap tingkat korupsi. 
2.4.3. Tindak Lanjut Hasil Audit Terhadap Tingkat Korupsi. 
Menurut Liu dan Lin (2012) menyatakan bahwa deteksi temuan audit 
pemerintah hanya langkah awal yang terpenting bagaimana meminta 
pertanggungjawaban dan membuat koreksi, melalui penekanan yang lengkap dan 
kelanjutan dari keputusan audit, sanksi, denda, memberi hukuman dan 
meningkatkan manajemen maka pencegahan dapat terjamin, namun jika tidak 
dilakukan makan keputusan audit tidak ada gunannya dan pelanggaran akan selalu 
ada. 
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Marsyitoh et al (2015) menyatakan tindak lanjut hasil audit berpengaruh 
negatif terhadap korupsi. Hal ini sama dengan pendapat Lin dan Liu (2012) yang 
juga berpendapat tindak lanjut hasil audit berpengaruh negatif terhadap korupsi. 
Semakin banyak rekomendasi auditor yang ditindak lanjuti oleh pemerintah 
daerah maka semakin rendah korupsi yang terjadi. Hipoteis dalam penelitian ini 
yaitu: 
H3: Tindak Lanjut hasil audit berpengaruh terhadap tingkat korupsi. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1. Waktu dan Wilayah Penelitian 
Waktu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mulai dari penyusunan 
usulan penelitian sampai penelitian ini selesai. Wilayah dalam penelitian ini yaitu 
pemerintah pronvinsi yang ada di Indonesia yang terdaftar dalam laporan 
keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonsesia periode 2014-2016 
dan Laporan Kinerja keuangan Kejaksaan Republik Indonesia periode 2014-2016. 
 
3.2. Jenis Penelitian  
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yaitu penelitian 
pada populasi atau sampel, pengumpulan data, menggunakan instrumen 
penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik yang bertujuan untuk 
menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2016:8). Penelitian kuantitatif 
memandang hubungan antara variabel objek yang diteliti dan variabel independen 
dan variabel dependen (Sugiyono, 2016: 11).  
 
3.3. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 
3.3.1. Populasi  
Populasi merupakan penarikan kesimpulan terhadap wilayah generalisasi 
termasuk objek ataupun subjek yang mempunyai kualitas sera katakteristik yang 
telah ditetapkan oleh peneliti (Sugiyono, 2016:80). Populasi dari penelitian ini 
yaitu Pemerintah Daerah Provinsi yang ada di Indonesia periode 2014-2016 yaitu 
34 Provinsi. 
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3.3.2. Sampel  
Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki karakteriktik 
tertentu yang sudah ditentukan oleh peneliti (Sugiyono, 2016:81). Adapun sampel 
dari penelitian ini pada Pemerintah Provinsi berjumlah 17 Provinsi di Indonesia 
yang telah memenuhi karakteristik dalam menentukan sampel dengan 
menggunakan metode purposive sampling.  
Tabel 3.1 
Daftar Provinsi 
 
    Sumber : data diolah, 2018  
No Nama Provinsi 
1 Aceh 
2 Sumatra Barat 
3 Kep. Riau 
4 Riau 
5 Jambi 
6 Sumatra Selatan 
7 Bengkulu 
8 Lampung 
9 DKI Jakarta 
10 Banten 
11 Sulawesi Tengah 
12 Maluku 
13 Jawa Barat 
14 Jawa Tengah 
15 Sumatra Utara 
16 Jawa Timur 
17 Sulawesi Selatan 
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Berdasarkan Tabel 3.2 diketahui bahwa sampel dalam penelitian ini 
berjumlah 17 Provinsi di Indonesia yang telah memenuhi kriteria. Provinsi di 
Indonesia yang tidak dijadikan sampel dalam penelitian ini berjumlah 17 Provinsi, 
dimana 3 Provinsi tidak terdapat Kejaksaan Agung di perwakilan Provinsi dan 14 
Provinsi tidak lengkap data dari BPK RI.  
 
3.3.3. Teknik Pengumpulan Sampel 
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sampel yang 
memiliki karateristik kelengkapan data. Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini yaitu Purposive Sampling yang merupakan teknik pengambilan sempel 
berdasarkan pertimbangan (Sugiyono, 2016). Kriteria yang digunakan dalam 
pemilihan sampel yaitu: 
1. Pemerintah Daerah Provinsi dimana pada pronvinsi tersebut terdapat 
kejaksaan tinggi RI yang menanggani kasus korupsi. 
2. Meniliki data yang lengkap sesuai dengan variabel yang akan diteliti mulai 
dari tahun 2014-2016. 
3. Pemerintah daerah provinsi mendapat opini laporan keuangan dari BPK 
serta memiliki temuan dan tindak lanjut hasil audit. 
 
3.4. Data dan Sumber Data  
Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder yang 
diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan republik Indonesia (BPK RI). Data 
sekunder merupakan data yang sudah tersedia dan telah dikumpulkan oleh pihak 
lain (Sanusi, 2011:104).  
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Data sekunder dalam penelitian ini adalah Ikhtisar Hasil Pemeriksaan 
Semester (IHPS) tahun 2014-2016 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik 
Indonesia (BPK RI) yang berupa opini audit, temuan audit dan tindak lanjut hasil 
audit. Selain data dari BPK RI penelitian ini juga menggunakan data pendukung 
lainnya dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk mengetauhui jumlah 
kasus Pemerintah Daerah korupsi setiap tahun.  
3.5. Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi biasa dilakukan untuk 
penelitian sekunder yaitu dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber 
(Sanusi, 2011:104). Data diperoleh dari beberapa refrensi buku, jurnal dan artikel 
yang relevan dengan judul penelitian. 
Data sekunder yang digunakan adalah data dari Badan Pemeriksa 
Keuangan(BPK) berupa Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS), Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) periode 2014-2016 dan Laporan Kinerja 
Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia periode 2014-2016. Data tersebut dapat 
diakses melalui website Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) (http://bpk.go.id) 
dan Kejaksaan Republik Indonesia (http://kejaksaan.go.id). 
 
3.6. Variabel Penelitian 
1. Variabel Dependen 
Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang menjadi 
perhatian utama penelitian (Sekaran, 2017:77). Variabel ini juga diartikan sebagai 
variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. 
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(Sugiyono, 2013:61). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Tingkat 
korupsi. 
2. Variabel Independen 
Variabel independen merupakan variabel yang mempenaruhi variabel 
terikat, baik secara positif atau negatif (Sekaran, 2017:79). Variabel independen 
dalam penelitian ini adalah opini audit, temuan audit dan tindak lanjut hasil audit. 
 
3.7. Definisi Operasional Variabel  
Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh hasil audit pemerintah 
terhadap praktik korupsi di Indonesia. Variabel dalam penelitian ini mengacu 
pada beberapa penelitian terdahulu, dengan menggunakan variabel independen 
berupa opini audit, temuan audit dan tindak lanjut hasil audit, Penelitian ini 
mengacu pada penelitian Marsyitoh dkk, (2015). Adapun defisini dari masing-
masing variabel yaitu: 
1. Variabel Dependen (Y) 
a. Tingkat Korupsi  
Dalam penelitian ini korupsi diukur dengan jumlah kasus tindak 
pidana yang ditangani oleh kejaksaan di setiap Provinsi, disesuaikan dengan 
ukuran populasi (kasus per 10.000 penduduk) (Lin dan Liu, 2012). 
 
 
 
 
 
Korupsi = Jumlah kasus tindak pidana 
korupsi (kasus per 10.000) 
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2. Variabel Independen (X) 
a. Opini Audit  
Opini audit didefinisikan sebagai pernyataan pendapat yang diberikan 
oleh auditor dalam menilai kewajaran penyajian laporan keuangan yang di 
audit (Buchari dan Marita, 2014). Opini audit dapat diukur dengan variabel 
dummy, nilai 1 dan 0. Opini akan diberi nilai 1 jika laporan yang diaudit wajar 
tanpa pengecualian (WTP), sedangkan opini akan diberi nilai 0jika laporan 
audit bukan wajar tanpa pengecualian (WTP). (Damayanti dan sudarma, 
2007). 
 
 
b. Temuan Audit  
Temuan audit diukur dengan log dari temuan pemeriksaan BPK RI 
yang disesuaikan dengan jumlah populasi (rupiah perkapita, transformasi 
log), dilakukan oleh (Shohib dan Haryanto, 2014 dan Lin dan Liu, 2012). 
 
 
 
 
 
c. Tindak Lanjut Hasil Audit  
Tindak lanjut dalam peneliian ini diukur dengan log rekomendasi 
hasil pemeriksaan yang sudah ditindaklanjuti sesuai dengan sanksi dan 
denda dalam rekomendasi. Khususnya jumlah yang dikembalikan ke kas 
negara atau daerah dan jumlah bantuan atau hibah yang dihentikan setelah 
WTP = 1 dan Selain WTP= 0 
Temuan audit = 
Log Total Jumlah temuan audit Sistem pengendalian intern 
dan ketidakpatuhan terhadap undang-undang (temuan 
perkapita) 
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pemeriksaan disesuaikan dengan jumlah populasi (rupiah per kapita, 
transformasi log). Pengukuran tersebut sesuai dengan  beberapa  penelitian  
terdahulu yaitu Lin dan Liu (2012) dan Shohib dan Haryanto (2014).  
 
 
 
3.8. Teknik Analisis Data  
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 
menggunakan bantuan program SPSS 20 (Statiscal Package for Sosial Sciences). 
Penelitian ini di uji dengan beberapa uji statistik, yaitu sebagai berikut: 
3.8.1. Analisis Deskriptif 
Statistik deskriptif memberikan sebuah gambaran atau deskriptif suatu 
data yang dapat dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, 
maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan 
distribusi) (Ghozali, 2013: 19). 
3.8.2. Uji Asumsi Klasik  
1. Uji  Normalitas  
Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah di dalam model regresi, 
variabel pengganggu atau residual terdistriusi dengan normal. Uji normalitas 
merupakan langkah pengujian yang sangat penting apabila ketentuan dilanggar 
maka uji statistik menjadi tidak valid. Uji normalitas dapat dilakukan dengan dua 
cara yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. 
 
Tindak lanjut Hasil audit =  
Log total nilai yang diserahkan kepada kas 
negara (rupiah perkapita) 
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a. Uji Statistik 
Uji statistik sederhana dilakukan dengan melihat nilai kustosis dan nilai 
skewnnes dari residual. Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji 
normalitas residual adalah uji statistik parametrik Kolmogorov-Smirnov. Nilai 
dikatakan signifikan apabila lebih kecil dari 0.05 maka distribusi data tidak 
normal, jika nilai lebih besar dari 0.05 maka distribusi data normal. 
Uji normalitas dalam penelitian ini adalah analisis grafik yang dilengkapi 
dengan uji statistik non parametrik Kolmogorov-Smirnov. Nilai residual 
terstandarisasi berdistribusi normal jika nilai Asymp.Sig> Alpha (Ghozali, 
2013:163).  
2. Uji Multikolonieritas 
Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 
ditemukan adannya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi 
dikatakan baik apabila tidak terjadi korelasi antar varabel independen (Ghozali, 
2013:105). Ada tidaknya multikolinearitas pada suatu model dapat dilihat dari 
nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Jika nilai tolerance  > 0,1  
dan VIF < 10 maka model tersebut bebas dari multikolinieritas, sedangkan  
jika nilai tolerance < 0,1 dan VIF > 10 terdapat multikolinieritas. 
3. Uji Autokorelasi  
Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model 
regresi linier ada korelasi antar kesalahan penggangu pada periode t dengan 
kesalahan penggangu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2016: 107). Model 
regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Salah satu cara yang 
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digunakan untuk mendeteksi adannya autokorelasi adalah dengan uji Run Test. 
Adapun kriteria dalam pengujian Run Test yaitu jika nilai signifikan lebih dari 
0,05 berarti tidak terjadi autokorelasi, sebaliknya jika nilai signifikan kurang dari 
0,05 maka akan terjadi autokorelasi. 
4. Uji Heteroskedastisitas  
Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model 
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke 
pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain 
tetap, maka disebut dengan homoskedastisitas dan jika berbeda disebut dengan 
heteroskedastisitas (Ghozali, 2013:139). 
Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model 
dapat dilakukan dengan menggunakan uji Glejser. Pada uji Glejser, indikasi 
terjadinya heteroskedastisitas pada model apabila variabel independen signifikan 
secara statistik mempengaruhi variabel depeneden. Apabila probabilitas signifikan 
diatas tingkat kepercayaan 5%, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak 
mengandung heteroskedastisitas (Ghozali, 2011:143). 
 
3.8.3. Uji Ketetapan Model (uji F) 
1. Uji F 
Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen 
yang akan dimasukkan dalam model secara simultan mempunyai pengaruh pada 
variabel dependen. Nilai F dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikan 
sebesar 5%. Jika probanilitas (sig t) > α (0,05) maka H0 diterima, artinya tidak ada 
pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen, 
48 
 
 
 
sedangkan proabilitas (sig t) < α  (0,05) maka H0  ditolak, artinya ada pengaruh 
yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 
2013: 98). 
2. Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien Determinan (R
2
) pada intinya untuk mengukur sejauh mana 
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai 
koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R
2
 yang kecil berarti, 
kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel 
dependen sangat terbatas. Nilai mendekati satu berati variabel-variabel 
independen memerikan hampir semua informasi yang diutuhkan untk mempredisi 
variasi variabel dependen (Ghozali, 2013:97). 
Kelemahan mendasar dalam menggunakan Koefisien Determinan (R
2
) 
yaitu adanya bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke 
dalam model. Setiap menambahkan satu variabel independen pasti nilai (R
2
) akan 
bertambah walaupun tidak terjadi signifikasi. Sehingga dalam melakukan 
pengujian biasanya  menggunakan adjusted R
2 
karena nilainya dianggap lebih 
stabil daripada nilai R
2 
(Ghozali, 2011:97). 
3.8.4. Analisis Regresi Linier Berganda  
Metode analisis data yan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan analisis regresi linier berganda. Karena dalam analisis regresi selain 
digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara kedua variabel atau lebih 
juga dapat menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel 
independen (Ghozali, 2013:95).  
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Model regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah sebagai 
berikut: 
CORRUPTi,t = αo + ß1AUOPIi,t + ß2AUIRRi,t + ß3AURECi,t + + ɛ 
Keterangan:  
CORRUPTi,t = Tingkat korupsi provinsi i tahun ke-t 
ao  = Konstanta 
ß1,ß2,ß3,ß4, = Koefisien regresi  
AUOPIi,t = Opini audit provinsi i pada tahun ke - t  
AUIRRi,t = Temuan audit provinsi i pada tahun ke - t 
AURECi,t = Tindak lanjut audit provinsi i pada tahun ke - t 
ɛ  =  Eror (Kesalahan Penganggu) 
 
3.8.5. Uji Hipotesis (uji t) 
 Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seerapa jauh pengaurh variabel 
independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 
2013: 98-99). Pada uji statistik t, nilai t hitung akan dibandingkan dengan t tabel, 
dengan cara sebagai berikut: 
1. Bila t hitung > t tabel atau probabilitas < tingkat signifikan (sig < 0,05), 
maka Ha diterima dan H0 ditolak, variabel independen berpengaruh 
terhadap variabel dependen. 
2. Bila t hitung < t tabel atau probabilitas > tingkat signifikan (sig > 0,05), 
maka Ha ditolak dan H0 diterima, variabel independen berpengaruh 
terhadap variabel dependen. 
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BAB IV 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 
4.1. Deskripsi Data 
Penelitian ini menggunakan sampel seluruh Pemerintah Daerah Provinsi di 
Indonesia periode penelitian mencakup data pada tahun 2014-2016, hal ini 
dimaksudkan agar lebih mencerminkan kondisi saat ini. Berdasarkan metode 
purposive sampling yang telah ditetapkan pada bab III, maka hanya diperoleh 
jumlah sampel sebanyak 12 Provinsi yang memenuhi kriteria, sementara lima 
provinsi dikeluarkan dari sampel karena data terlalu tinggi (outlier) yaitu Provinsi 
Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatra Utara dan Sulawesi Selatan. 
Berikut ini adalah rincian pemilihan sampel dan jumlah sampel yang lolos uji olah 
data: 
Tabel 4.1.  
Prosedur Pemilihan Sampel 
 Sumber: data diolah, 2018 
 
 
No Kriteria Jumlah 
1. Jumlah Pemerintah Daerah Provisi di Indonesia 34 
2. Provinsi yang tidak terdapat perwakilan Kejaksaan Agung 3 
3. Provinsi dengan data tidak lengkap hasil audit BPK 14 
4. Data outlier 5 
5. Jumlah data provinsi  12 
6 Total data setiap provinsi yang diteliti (12 x 3) 36 
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Tabel 4.2.  
Jumlah data yang dapat diuji 
 
Sumber: data diolah, 2018 
4.2. Pengujian dan Hasil Analisis Data 
4.2.1. Hasil Uji Statistik Deskriptif 
Statistik deskripsi digunakan untuk memberikan gambaran mengenai data 
yang digunakan dalam penelitian. Deskripsi data ini meliputi nilai minimum, nilai 
maximum, mean dan standar deviasi. Variabel yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah korupsi, opini audit, temuan audit dan tindak lanjut hasil audit. 
Gambaran umum sampel mengenai variabel yang digunakan dalam penelitian ini 
dapat dilihat pada tabel statistik deskriptif berikut: 
No Nama Provinsi 
1 Aceh 
2 Sumatra Barat 
3 Kep. Riau 
4 Riau 
5 Jambi 
6 Sumatra Selatan 
7 Bengkulu 
8 Lampung 
9 DKI Jakarta 
10 Banten 
11 Sulawesi Tengah 
12 Maluku 
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Tabel 4.3 
Hasil Uji Statistik Deskriptif dan Uji Frekuensi 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation 
Korupsi 36 .01 .01 .0117 .00115 
X1 36 .00 1.00 .7500 .43916 
X2 36 1.00 1.85 1.3280 .20890 
X3 36 17.12 25.53 21.6790 1.98709 
Valid N 
(listwise) 
36 
    
Sumber: data sekunder yang diolah, SPSS 22 
 
 Hasil uji statistik deskriptif dan uji frekuensi pada tabel menunjukkan 
bahwa korupsi yaitu sebesar 0,0117 dengan standar deviasi sebesar 0,00115. Nilai 
rata-rata sebesar 0,0117 menunjukkan bahwa pemerintah daerah provinsi di 
Indonesia memiliki tingkat korupsi yang sedang jika dibandingkan dengan hasil 
perolehan data setiap provinsi 
Dilihat dari tabel 4.3 menunjukkan bahwa korupsi memiliki nilai 
minimum sebesar 0,01 dan nilai maksimum sebesar 0,01. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia ada pada tahap tidak terlalu tinggi. 
 Nilai minimum korupsi sebesar 0,01 dimiliki oleh Provinsi Aceh tahun 
2016. Hal tersebut menggambarkan bahwa provinsi Aceh ada pada tingkat 
korupsi paling rendah. Nilai maksimum korupsi sebesar 0,01 dimiliki oleh 
provinsi Kepulauan Riau tahun 2014 dan 2016. 
 Variabel opini auditmemiliki nilai minimum 0,00 dan maksimum 1,00, 
maka opini audit terendah yaitu 0,00 dimiliki oleh Provinsi Sumatra barat, Riau, 
Jambi, Sumatra Selatan tahun 2014 Sedangkan opini audi tertinggi sebesar 1,00 
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dimiliki provinsi Maluku dan Banten tahun 2014 Selanjutnya nilai rata-rata opini 
audit  adalah 0,7500 dan standar deviasi 0,43916 
 Variabel temuan audit memiliki nilai minimal 1,00 dan nilai maksimal 
1,85. Nilai minimal 1,00 dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2014 
Nilai maksimal sebesar 1,85 dimiliki oleh rovinsi DKI Jakarta tahun 2014 
Sedangkan nilai rata-rata temuan audit sebesar 1,3280 dan standar deviasi 
0,20890.  
 Variabel tindak lanjut hasil audit memiliki rentang nilai minimal 17,12 dan 
maksimal 25,53. Nilai terendah sebesar 17,12 dimiliki oleh Provinsi Sumatra 
Barat tahun 2016, nilai tertinggi sebesar 25,53 dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta 
tahun 2014 Sedangkan nilai rata-rata belanja daerah sebesar 21,6790 dan standar 
deviasi 1,98709.   
 
4.2.2. Hasil Uji Asumsi Klasik 
Model regeresi yang baik disyaratkan harus memenuhi tidak adanya 
masalah asumsi klasik. Uji asumsi klasik dari masing-masing model meliputi uji 
normalitas, uji autokolerasi, uji multikolonieritas dan uji heteroskedastisitas: 
1. Uji Normalitas 
Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah regresi, variabel dependen 
dan variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. 
Model regresi yang baik adalah berdistribusi data normal atau mendekati normal. 
Uji yang digunakan untuk melihat apakah data tersebut berdistribusi normal atau 
tidak yaitu menggunakan Kolmogorov-Smirnov (K-S). Hasil uji normalitas 
berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S) disajikan pada Tabel 4.3 berikut ini: 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized Residual 
N 36 
Normal 
Parameters
a,b
 
Mean .0000000 
Std. Deviation .00095152 
Most Extreme 
Differences 
Absolute .121 
Positive .093 
Negative -.121 
Kolmogorov-Smirnov Z .725 
Asymp. Sig. (2-tailed) .670 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
   Sumber: data sekunder yang diolah, SPSS 22 
Berdasarkan tabel 4.4 hasil uji normalitas menunjukkan bahwa pengujian 
terhadap residual didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,670 > (0,05). Sehingga 
dapat disimpulkan data dalam penelitian ini sudah berdistribusi normal. 
 
2. Uji Autokolerasi 
Uji autokolerasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi linear ada 
kolerasi antara kesalahan penggangu pada periode t dengan kesalahan penggangu 
pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2013: 110). Salah satu cara untuk 
menguji ada tidaknya kolerasi yaitu menggunakan uji Run Test. Kriteria dalam 
pengujian Run Test ialah jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 berarti tidak terjadi 
autokolerasi, dan sebaliknya jika nilai signifikansi kurang dari 0,005 maka terjadi 
autokolerasi.  
 
 
 
Tabel 4.4 
Hasil Uji Normalitas 
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Tabel 4.5 
Hasil Uji Autokolerasi 
Runs Test 
 Unstandardized Residual 
Test Value
a
 .00019 
Cases < Test Value 18 
Cases >= Test Value 18 
Total Cases 36 
Number of Runs 13 
Z -1.860 
Asymp. Sig. (2-tailed) .063 
a. Median 
Sumber: data sekunder yang diolah, SPSS 22 
    Berdasarkan tabel 4.5 hasil uji autukolerasi dengan Run Test 
menunjukkan bahwa Asymp. Sig. (2-tailed) adalah sebesar 0,063 yang lebih besar 
dari 0,05, sehingga dinyatakan tidak terjadi autokolerasi dalam model penelitian.  
 
3. Uji Multikolinearitas 
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Multikolinearitas 
dalam regresi dapat dilihat dari nilai tolerance value dan variance inflation factor 
(VIF). Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan ada multikolinearitas 
nilai > 0,10 atau sama dengan nilai VIF < 10 (Ghozali, 2013 : 105) 
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Tabel 4.6 
Hasil Uji Multikolinearitas 
Coefficients
 
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. 
Collinearity 
Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) .013 .002  5.805 .000   
X1 -.001 .000 -.276 -1.646 .110 .756 1.322 
X2 -.004 .001 -.637 -3.684 .001 .712 1.405 
X3 .00001 .00001 .329 2.075 .046 .846 1.182 
        
a. Dependent Variable: Korupsi       
Sumber: data sekunder yang diolah, SPSS 22 
Tabel 4.6 diatas menunjukkan bahwa keseluruhan variabel pada model 
regresi diketahui nilai tolerance lebih dari 0,10 dan VIF kurang dari 10. Hasil 
pengujian ini mengindikasikan bahwa model regresi yang digunakan dalam 
penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinearitas. 
 
4. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 
ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. 
Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini 
menggunakan uji glejser. Uji glejser mengusulkan untuk meregres nilai absolut 
residual terhadap variabel independen (Ghozali, 2013 : 139-143). 
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Tabel 4.7 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 
              Coefficients 
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B 
Std. 
Error Beta 
1 (Constant) .002 .001  1.109 .276 
X1 .000 .000 .096 .480 .634 
X2 .000 .001 -.039 -.190 .851 
X3 -3.509E-5 .000 -.115 -.608 .548 
      
a. Dependent Variable: absud 
Sumber: data sekunder yang diolah, SPSS 22 
Berdasarkan tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi 
keseluruhan variabel penelitian melebihi 0,05 (>0,05), sehingga dapat 
disimpulkan bahwa data dalam penelitian tidak terjadi heteroskedastisitas. 
 
4.2.3. Uji Ketepatan Model 
1. Uji F  
Uji F ini dilakukan untuk menguji apakah model yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah model yang layak (fit) atau tidak. Uji F digunakan untuk 
mengetahui apakah variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh 
signifikan terhadap variabel dependen. Hasil uji statistik F dapat dilihat dari tabel 
dibawah ini: 
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Tabel 4.8 
Hasil Uji F 
ANOVA
 
 
Model 
Sum of 
Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression .000 3 .000 4.993 .006
b
 
Residual .000 32 .000   
Total .000 35    
a. Dependent Variable: Korupsi                                              
b. Predictors: (Constant), x3, x1, x2 
 
Sumber: data sekunder yang diolah, SPSS 22 
Pada tabel 4.8 nilai F sebesar 4,993 dengan nilai signifikansi sebesar  
0,006 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-vaiabel independen opini 
audit, temuan audit dan tindak lanjut hasil audit secara simultan berpengaruh 
terhadap variabel dependen yaitu korupsi. Model yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah model yang fit. 
 
2. Uji Koefisien Determinasi 
Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 
determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R
2
 yang kecil berarti kemampuan 
variabel-variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti 
variabel-variabel independen memberikan semua informasi yang dibutuhkan 
untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghazali, 2013: 97). Hasil uji 
koefisien determinasi dapat dilihat dari tabel di bawah ini: 
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Tabel 4.9 
Hasil Uji Koefisien Determinasi 
     Model Summary
 
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .565
a
 .319 .255 .00100 
a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2 
b. Dependent Variable: Korupsi 
 
 
Sumber: data sekunder yang diolah, SPSS 22 
Dari tabel 4.9 diatas diketahui bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 
0,255. Hal ini berarti bahwa 25,5% variabel korupsi dapat dijelaskan oleh opini 
audit, temuan audit dan tindak lanjut audit . Sedangkan sisanya 74,5% dapat 
dijelaskan oleh faktor lain diluar variabel independen tersebut. 
 
4.2.4. Hasil Uji Regresi Linier Berganda 
Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui keeratan 
hubungan variabel dependen dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya 
(variabel independen).Variabel independen dalam pengujian ini yaitu opini audit, 
temuan audit dan tindak lanjut hasil audit. Sedangkan variabel dependen dalam 
pengujian ini yaitu pratek korupsi. Hasil uji ditunjukkan dalam tabel 4.10 berikut: 
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Tabel 4.10 
Hasil Analisis Regresi Berganda 
Coefficients
 
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) .013 .002  5.805 .000 
X1 -.001 .000 -.276 -1.646 .110 
X2 -.004 .001 -.637 -3.684 .001 
X3 .00001 .00001 .329 2.075 .046 
a. Dependent Variable: Korupsi 
Sumber: data sekunder yang diolah, SPSS 22 
Berdasarkan pengujian pada Tabel 4.10 dapat dirumuskan model regresi 
sebagai berikut: 
Y = 0,013- 0,001 OA- 0,004TA+ 0,00001 TL + e 
Analisis dari hasil regresi berganda adalah sebagai berikut: 
1. Hasil regresi tersebut menampilkan konstanta sebesar 0,013, ini berarti 
bahwa apabila nilai variabel konstan (0) maka nilai korupsi sebesar 0,013. 
2. Koefisien opini audit sebesar - 0,001 hal ini menunjukkan bahwa setiap ada 
kenaikan opini audit, maka akan diikuti oleh penurunan praktik korupsi 
sebesar - 0,001.  
3. Koefisien temuan audit sebesar - 0,004hal ini menunjukkan bahwa setiap 
ada kenaikan jumlah temuan audit, maka akan diikuti oleh penurunan 
praktik korupsi sebesar - 0,004.  
4. Koefisien tindak lanjut hasil audit sebesar 0,0001 hal ini menunjukkan 
bahwa setiap ada kenaikan tindak lanjut hasil audit, maka akan diikuti oleh 
adanya kenaikan praktik korupsi sebesar 0,0001. 
61 
 
 
 
4.2.5. Pengujian Hipotesis (Uji t) 
Uji statistik t digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh masing-
masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. 
Pengujian ini menggunakan level of significant (α). Hasil uji parsial (Uji t) pada 
penelitian ini ditunjukkan pada tabel 4.11 sebagai berikut: 
Tabel 4.11 
Hasil Uji Hipotesis (Uji t) 
                                                       Coefficients 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) .013 .002  5.805 .000 
X1 -.001 .000 -.276 -1.646 .110 
X2 -.004 .001 -.637 -3.684 .001 
X3 .00001 .00001 .329 2.075 .046 
a. Dependent Variable: Korupsi 
Sumber: SPSS 22 
Berdasarkan hasil perhitungan tabel diatas, diketahui pada persamaan 
pertama diperoleh nilai (t hitung) dalam regresi menunjukkan pengaruh variabel 
independen secara parsial terhadap variabel dependen sebagai berikut: 
1. Variabel opini audit memiliki nilai negatif dengan t hitung sebesar -1,646, 
sedangkan t tabel untuk taraf signifikansi 5% adalah sebesar 2,012 
sehingga nilai t hitung < t tabel. Nilai signifikansi variabel opini audit 
adalah sebesar 0,110, sehingga nilai signifikansi > 0,05. Dengan demikian 
dapat disimpulkan bahwa variabel opini audittidak berpengaruh terhadap 
praktik korupsi, sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini ditolak. 
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2. Variabel temuan audit memiliki nilai negatif dengan t hitung sebesar -
3,684, sedangkan t tabel untuk taraf signifikansi 5% adalah sebesar 2,012 
sehingga nilai t hitung > t tabel. Nilai signifikansi variabel temuan audit 
adalah sebesar 0,001, sehingga nilai signifikansi < 0,05. Dengan demikian 
dapat disimpulkan bahwa variabel temuan berpengaruh terhadap praktik 
korupsi, namun variabel tersebut memiliki arah hubungan negatif 
sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima. 
3. Variabel tindak lanjut hasil auditmemiliki nilai positif dengan t hitung 
sebesar 2,067, sedangkan t tabel untuk taraf signifikansi 5% adalah 
sebesar 2,012 sehingga nilai t hitung > t tabel. Nilai signifikansi variabel 
tindak lanjut hasil audit adalah sebesar 0,046,  sehingga nilai signifikansi 
> 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabeltindak lanjut 
berpengaruh positif terhadap praktek korupsi, sehingga hipotesis ketiga 
dalam penelitian ini diterima. 
4.3. Pembahasan Hasil Analisis Data 
4.3.1. Pengaruh Opini Audit Terhadap Tingkat Korupsi 
Hipotesis pertama dalam penelitian ini menyatakan bahwa opini audit 
tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Dari tabel 4.11 diketahui bahwa nilai 
sig. variabel profitabilitas adalah sebesar 0,110 atau > 0,05, maka hipotesis 
pertama dalam penelitian ini ditolak. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan 
bahwa variabel opini audit tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi. 
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Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Rini 
dan Damiati (2017) yang menemukan bahwa opini audit tidak berpengaruh 
terhadap tingkat korupsi. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi opini maka akan 
diikuti oleh penurunan tingkat korupsi yang ada di Pemerintahan Daerah, karena 
suatu hasil audit pemerintah atas laporan keuangan daerah yang mendapatkan 
status WTP tidak menjamin bahwa Pemerintah Daerah tersebut bebas dari 
korupsi.  
Opini audit yang baik tidak menjamin bebasnya Pemerintah Daerah 
Provinsi dari tingkat  korupsi, opini audit yang diberikan oleh  Badan 
Pemeriksaan Keuangan (BPK) hanya menjadi tolak ukur tata kelola keuangan 
yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi melalui penyajian laporan 
keuangannya dngan wajar, sehingga opini audit yang baik tidak menjadikan 
jaminan bebasnya Pemerintah Daerah Provinsi dari tingkat korupsi. 
Penelitian ini juga sejalan yang dilakukan oleh Husna, Rahayu dan 
Triyanto (2017)  yang menyatakan bahwa hasil opini audit tidak menjadikan 
jaminan bagi setiap Pemerintah Daerah Provinsi bebas dari praktek korupsi karena 
hasil opini dapat dimanipulasi antar kerjasama BPK Daerah dengan Pemerintah 
Daerah. 
4.3.2. Pengaruh Temuan Audit Terhadap Praktik Korupsi 
Hipotesis kedua dalam penelitian ini menyatakan bahwa temuan audit 
berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi. Dari tabel diketahui bahwa nilai sig. 
variabel temuan audit adalah sebesar 0,001 atau < dari 0,05, maka dapat ditarik 
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kesimpulan bahwa variabel temuan audit berpengaruh negatif terhadap tingkat 
korupsi sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima. 
Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Shohib dan Haryanto (2014) yang berpendapat bahwa semakin banyak temuan 
berati semakin sedikit tingkat p  korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 
Provinsi. Sehingga Provinsi yang banyak temuannya belum tentu melakukan 
tingkat  korupsi karena setiap adanya temuan yang ditemukan oleh pihak audit 
perlu ditindak lanjuti terlebih dahulu untuk lebih jelasnya. 
Temuan audit disini tidak selalu berupa korupsi bisa juga hanya berupa 
kesalahan saji dalam laporan keuangan, kelemahan pengendalian internal atau 
kesalahan dalam pemenuhan asersi. Korupsi adalah fraud yang mengakibatkan 
kerugian negara dan tidak selalu ditemukan dengan audit biasa oleh karena itu 
diperlukan audit pemerintah untuk ikut memeriksa laporan keuangan setiap 
Provinsi, sedangkan temuan adalah warning bagi pemerintah akan kelemahan 
dalam sistem akuntabilitas dan pengendalian internal. 
Dapat diambil dari Pemerintah Kabupaten Klaten beberapa tahun lalu 
yang laporan keuangan mendapat status WTP tanpa adanya temuan namun ketika 
dilakukan pemeriksaan oleh BPK daerah Kabupaten Klaten dinyatakan 
melakukan korupsi, hal berarti bahwa status laporan dan hasil temuan laporan 
perlu ditindaklanjuti agar lebih jelas laporan keuangan Pemerintah Daerah. 
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4.3.3. Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Audit Terhadap Praktik Korupsi 
Hipotesis ketiga dalam penelitian ini menyatakan bahwa tindak lanjut hasil 
audit berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi. Dari tabel dapat diketahui 
bahwa nilai sig. Variabel tindak lanjut hasil audit adalah sebesar 0,046, atau > 
0,05,. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel tindak lanjut 
hasil audit terhadap tingkat korupsi, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini 
diterima. 
Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Shohib dan Haryanto (2015) berpendapat bahwa pelaku korupsi cenderung akan 
melakukan perkara sebelum dibawa keranah hukum dengan menyetorkan ke kas 
daerah guna mengembalikan uang yang telah dipakai. Setiap orang yang 
melakukan tindak pidana kasus korupsi harus dan mampu mengembalikan uang 
kepada negara guna sebagai bukti adanya tindak pidana korupsi dan adanya 
sejumlah aset yang disajikan bukti penyelewengan dana.  
Hal ini berarti bahwa semakin banyak tindak lanjut akan praktek korupsi 
makan mampu mengurangi praktek korupsi yang ada. Disini tidak semua kasus 
tinjaklanjut akan korupsi ditanggani oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
sebagian dari hasil tindak lanjut ditanggani oleh Kejaksaan Republik Indonesia 
melalui laporan dari setiap perwakilan kejaksaan daerah dengan jumlah kasus 
yang didapat. Jadi tugas BPK disini hanya meneliti dan memeriksa apakah 
Pemerintah Daerah melakukan tindakan korupsi atau tidak selebihnya Kejaksaan 
Republik Indonesia yang mengatasinya. 
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BAB V 
PENUTUPAN 
 
5.1. Kesimpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh opini audit, temuan 
audit dan tindak lanjut hasil audit terhadap pratik korupsi pada Pemerintah Daerah 
Provinsi pada tahun 2013-2016. Berdasarkan analisis dan pengujian data dalam 
penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Opini audit tidak berpengaruh dengan praktik korupsi, hal itu dibuktikan 
dengan variabel opini audit terhadap tingkat korupsi memiliki nilai 
signifikansi adalah sebesar 0,110, sehingga nilai signifikansi > 0,05. 
2. Temuan Audit berpengaruh terhadap tingkat korupsi pada Pemerintah 
Daerah Provinsi, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi variabel 
temuan audit adalah sebesar 0,001, maka nilai signifikansi < 0,05.  
3. Tindaklanjut Hasil Audit berpengaruh terhadap praktek korupsi pada 
Pemerintah Daerah Provinsi, hal ini didukung dengan nilai signifikansi 
variabel tindak lanjut hasil audit sebesar 0,046, maka nilai signifikansi > 0,05.   
5.2. Keterbatasan  
Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya 
penelitian ini memiliki keterbatasan pada hal-hal berikut ini: 
1. Penelitian ini hanya terfokus pada pemerintah daerah provinsi dan belum 
terarah pada pemerintah daerah per kabupaten dan kotanya. 
2. Jangka waktu yang digunakan dalam pengambilan sampel relatif pendek 
hanya 3 tahun mulai dari 2014-2016. 
67 
 
 
 
5.3. Saran 
Berdasarkan keterbatasan yang diungkapkan di atas, maka peneliti 
memberikan saran sebagai berikut: 
1. Peneliti selanjutnya disarankan dapat menggunakan sampel dari sektor lain 
atau menggunakan seluruh Pemerintah Daerah kabupaten dan kota di 
seluruh indonesia agar memperoleh data yang banyak dan lebih terlihat 
perubahannya.  
2. Perlu adanya variabel Penambahan dalam penelitian ini pada variabel 
bebas atau variabel kontrol.  
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Lampiran 1 – Jadwal Penelitian 
 
LAMPIRAN 1 
JADWAL PENELITIAN 
 
No 
Bulan April Mei September Oktober November Desember 
Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Penyusunan 
X X X X        
 
 
 
 
   
 
 
   
    
Proposal 
2 Konsultasi  X X X X     X X X X X X X         
3 Revisi 
Proposal         X X           
    
 
4 Pengumpula
n Data      X X       X X      
    
5 Analisis data               X X         
6 Penulisan 
Akhir 
Naskah 
Skripsi 
              X X       
  
7 Pendaftaran 
Munaqasah                 X      
  
8 Munaqasah                    X     
9 Revisi 
Skripsi 
                    
X X  
 
 
Catatan: Jadwal disesuaikan dengan kebutuhan 
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Lampiran 2 – Surat Izin Penelitian 
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Lampiran 3 – Surat Pernyataan Telah Melakukan Penelitian 
 
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN 
 
Yang bertandatangan di bawah ini: 
NAMA  : DEWI ISMOYO PUTRI 
NIM   : 14.51.2.1.1570 
JURUSAN/PRODI : AKUNTANSI SYARIAH 
FAKULTAS  : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN SURAKARTA 
 
Terkait penelitian skripsi saya yang berjudul “HASIL AUDIT 
PEMERINTAH DAN TINGKAT KORUPSI KOLUSI PADA PEMERINTAH 
DAERAH DI INDONESIA” 
Dengan ini saya menyatakan bahwa saya benar-benar melakukan 
penelitian dan pengambilan data dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik 
Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia pada laporan tahunan 2014-2016. 
Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini menggunakan data yang 
tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, saya bersedia menerima sanksi sesuai 
peraturan yang berlaku. 
 
Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya.  
 
 
Surakarta, 22 Februari  2018 
 
Dewi Ismoyo Putri 
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Lampiran 4  –  Jumlah Praktek korupsi di Indonesia 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No. Nama provinsi 2014 2015 2016 
1 Aceh 130 116 97 
2 Sumatra Barat 126 120 126 
3 Riau 108 113 104 
4 Jambi 126 126 126 
5 Sumatra Selatan  124 124 124 
6 Bengkulu 136 127 123 
7 Lampung 130 116 130 
8 DKI Jakarta 103 112 103 
9 Sulawesi Tengah 132 127 116 
10 Maluku 134 134 134 
11 Banten 115 114 120 
12 Kep. Riau 125 101 112 
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Lampiran 3 - Tabulasi Jumlah Praktik Korupsi di Indonesia 
 
Jumlah Praktik Korupsi  tahun 2014 
 
No Nama Provinsi 2014 *) Hasil 
1 Aceh 130 10000 0.013 
2 Sumatra Barat 126 10000 0.0126 
3 Riau 108 10000 0.0108 
4 Jambi 126 10000 0.0126 
5 Sumatra Selatan 124 10000 0.0124 
6 Bengkulu 136 10000 0.0136 
7 Lampung 130 10000 0.013 
8 DKI Jakarta 103 10000 0.0103 
9 Sulawesi Tengah 132 10000 0.0132 
10 Maluku 134 10000 0.0134 
11 Banten 115 10000 0.0115 
12 Kep.Riau 125 10000 0.0125 
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Jumlah Praktik Korupsi  tahun 2015 
 
No Nama Provinsi 2015 *) Hasil 
1 Aceh 116 10000 0.0116 
2 Sumatra Barat 120 10000 0.012 
3 Riau 113 10000 0.0113 
4 Jambi 126 10000 0.0126 
5 Sumatra Selatan  124 10000 0.0124 
6 Bengkulu 127 10000 0.0127 
7 Lampung 116 10000 0.0116 
8 DKI Jakarta 112 10000 0.0112 
9 Sulawesi Tengah 127 10000 0.0127 
10 Maluku 134 10000 0.0134 
11 Banten 114 10000 0.0114 
12 Kep.Riau 101 10000 0.0101 
 
Jumlah Praktik Korupsi  tahun 2016 
No Nama Provinsi 2016    Hasil 
1 Aceh 97 10000 0.0097 
2 Sumatra Barat 126 10000 0.0126 
3 Riau 104 10000 0.0104 
4 Jambi 126 10000 0.0126 
5 Sumatra Selatan  124 10000 0.0124 
6 Bengkulu 123 10000 0.0123 
7 Lampung 130 10000 0.013 
8 DKI Jakarta 103 10000 0.0103 
9 Sulawesi Tengah 116 10000 0.0116 
10 Maluku 134 10000 0.0134 
11 Banten 120 10000 0.012 
12 Kep.Riau 112 10000 0.0112 
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Lampiran 5 - Hasil Tabulasi Opini Audit 
Opini Audit tahun 2014 s/d 2016 
Lampiran 6 - Hasil Temuan Audit 2014-2016 
 
Temuan Audit tahun 2014 
 
No Temuan  Audit T1 + T2 2014 Total  
1 Aceh 13+22 35 
2 Sumatra Barat 10+5 15 
3 Riau 24+25 49 
4 Jambi 10+9 19 
5 Sumatra Selatan 10+13 23 
6 Bengkulu 6+8 14 
7 Lampung 13+7 20 
8 DKI Jakarta 32+38 70 
9 Sulawesi Tengah 6+8 14 
10 Maluku 8+8 16 
11 Banten 28+10 38 
12 Kep. Riau 5+6 11 
 
No Opini (X1) 2014 2015 2016 
1 Aceh 0 1 1 
2 Sumatra Barat 1 1 1 
3 Riau 1 1 1 
4 Jambi 1 1 1 
5 Sumatra Selatan 1 1 1 
6 Bengkulu 1 0 0 
7 Lampung 1 1 1 
8 DKI Jakarta 0 0 0 
9 Sulawesi Tengah 1 1 1 
10 Maluku 0 1 1 
11 Banten 0 0 1 
12 Kep.Riau 1 1 1 
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Temuan Audit tahun 2015 
No Temuan  Audit T1+T2 2015 Total 
1 Aceh 14+13 27 
2 Sumatra Barat 15+4 12 
3 Riau 12+17 29 
4 Jambi 10+7 17 
5 Sumatra Selatan 11+11 22 
6 Bengkulu 11+13 13 
7 Lampung 11+9 20 
8 DKI Jakarta 35+15 50 
9 Sulawesi Tengah 7+6 13 
10 Maluku 6+11 17 
11 Banten 14+7 21 
12 Kep. Riau 6+9 15 
 
Temuan Audit tahun 2016 
No Temuan  Audit T1+t2 2016 Total 
1 Aceh 11+18 29 
2 Sumatra Barat 8+9 17 
3 Riau 11+19 30 
4 Jambi 14+4 18 
5 Sumatra Selatan 5+17 22 
6 Bengkulu 10+12 22 
7 Lampung 7+11 18 
8 DKI Jakarta 39+30 69 
9 Sulawesi Tengah 8+9 17 
10 Maluku 3+7 10 
11 Banten 9+6 15 
12 Kep. Riau 10+14 24 
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Hasil Log Temuan Audit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No Temuan Audit 2014 Hasil Log 2015 
Hasil 
Log 2016 
Hasil 
Log 
1 Aceh 35 1.5441 27 1.4314 29 1.4624 
2 Sumatra Barat 15 1.1761 19 1.0792 17 1.2304 
3 Riau 49 1.6902 29 1.4624 30 1.4771 
4 Jambi 19 1.2788 17 1.2304 18 1.2553 
5 Sumatra Selatan 23 1.3617 22 1.3424 22 1.3424 
6 Bengkulu 14 1.1461 23 1.1139 22 1.3424 
7 Lampung 20 1.3010 20 1.3010 18 1.2553 
8 DKI Jakarta 70 1.8451 50 1.6990 69 1.8388 
9 
Sulawesi 
Tengah 14 1.1461 13 1.1139 17 1.2304 
10 Maluku 16 1.2041 17 1.2304 10 1.0000 
11 Banten 38 1.5798 21 1.3222 15 1.1761 
12 Kep.Riau 11 1.0414 15 1.1761 24 1.3802 
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Lamiran 7 -  Tabulasi Hasil Tindak Lanjut Audit 2014 s/d 2016 
Tindak Lanjut Audit tahun 2014 
No Tindak Lanjut 2014 Hasil Log 
1 Aceh 235,453,790.26 19.277 
2 Sumatra Barat 2,700,789,624.79 21.717 
3 Riau 11,776,759,588.28 23.189 
4 Jambi 9,975,204,924.04 23.023 
5 Sumatra Selatan  11,159,051,359.61 23.136 
6 Bengkulu 3,009,147,350.30 21.825 
7 Lampung 12,249,940,469.44 23.229 
8 DKI Jakarta 122,689,764,417.42 25.533 
9 Sulawesi Tengah 9,221,265,784.30 22.945 
10 Maluku 8,168,701,903.47 22.824 
11 Banten 10,593,180,807.81 23.083 
12 Kep. Riau 5,311,422,094.30 22.393 
 
Tindak Lanjut Audit tahun 2015 
No Tindak Lanjut 2015 Hasil Log 
1 Aceh 2,832,098,054.89 21.764 
2 Sumatra Barat 155,864,604.05 18.864 
3 Riau 778,041,028.37 20.472 
4 Jambi 10,109,508,542.07 23.037 
5 Sumatra Selatan  40,479,711,253.91 24.424 
6 Bengkulu 913,791,464.84 20.633 
7 Lampung 15,189,940,918.79 23.444 
8 DKI Jakarta 74,917,776,657.52 25.040 
9 Sulawesi Tengah 4,570,216,158.43 22.243 
10 Maluku 1,482,221,561.01 21.117 
11 Banten 5,901,395,440.80 22.498 
12 Kep. Riau 2,392,918,000.47 21.596 
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Tindak Lanjut Audit tahun 2016 
No Tindak Lanjut 2016 Hasil Log 
1 Aceh 1,021,165,669.32 20.744 
2 Sumatra Barat 27,143,200.00 17.117 
3 Riau 176,730,000.00 18.990 
4 Jambi 85,709,098.38 18.266 
5 Sumatra Selatan  3,357,585,171.39 21.934 
6 Bengkulu 2,752,704,472.49 21.736 
7 Lampung 4,495,571,889.14 22.226 
8 DKI Jakarta 13,475,363,383.22 23.324 
9 Sulawesi Tengah 3,207,429,336.65 21.889 
10 Maluku 187,228,589.29 19.048 
11 Banten 483,112,775.00 19.996 
12 Kep. Riau 57,516,013.76 17.868 
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Lampiran 8 – Hasil Uji Statistic Descriptive 
Hasil Uji Statistik Deskriptif dan Uji Frekuensi 
 
Descriptive Statistics 
 
 N Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation 
Korupsi 36 .01 .01 .0117 .00115 
X1 36 .00 1.00 .7500 .43916 
X2 36 1.00 1.85 1.3280 .20890 
X3 36 17.12 25.53 21.6790 1.98709 
Valid N 
(listwise) 
36 
    
Sumber: Data diolah, 2018 
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Lampiran 9 – Hasil Uji Asumsi Klasik 
 
1. Uji Normalitas 
Hasil Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 
 Unstandardized Residual 
N 36 
Normal 
Parameters
a,b
 
Mean .0000000 
Std. 
Deviation 
.00095152 
Most Extreme 
Differences 
Absolute .121 
Positive .093 
Negative -.121 
Kolmogorov-Smirnov Z .725 
Asymp. Sig. (2-tailed) .670 
a. Test distribution is Normal. 
b.  Calculated from data. 
c.  Lilliefors Significance Correction. 
d.  This is a lower bound of the true significance 
 
 
2. Uji Autokorelasi 
Hasil Uji Autokorelasi 
Runs Test 
 Unstandardized Residual 
Test Value
a
 .00019 
Cases < Test Value 18 
Cases >= Test Value 18 
Total Cases 36 
Number of Runs 13 
Z -1.860 
Asymp. Sig. (2-tailed) .063 
a. Median 
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3. Uji Multikolinearitas 
 
Hasil Uji Multikolinearitas 
Coefficients
 
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
Collinearity 
Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) .013 .002  5.805 .000   
X1 -.001 .000 -.276 -1.646 .110 .756 1.322 
X2 -.004 .001 -.637 -3.684 .001 .712 1.405 
X3 .000 .000 .329 2.075 .046 .846 1.182 
        
a. Dependent Variable: Korupsi       
 
 
4. Uji Heteroskedastisitas 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 
Coefficients
 
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B 
Std. 
Error Beta 
1 (Constant) .002 .001  1.109 .276 
X1 .000 .000 .096 .480 .634 
X2 .000 .001 -.039 -.190 .851 
X3 -3.509E-5 .000 -.115 -.608 .548 
      
a. Dependent Variable: absud 
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Lampiran 10 – Hasil Uji Ketepatan Model 
 
1. Uji F 
Hasil Uji F 
ANOVA
 
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression .000 3 .000 4.993 .006
b
 
Residual .000 32 .000   
Total .000 35    
a. Dependent Variable: Korupsi 
b. Predictors: (Constant), X1, X2, X3 
 
2. Koefisien Determinan (R2) 
Hasil Uji Koefisien Determinan (R
2
) 
Model Summary
 
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .565
a
 .319 .255 .00100 
a. Predictors: (Constant), X1, X2, X3 
b. Dependent Variable: Korupsi 
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Lampiran 11 – Hasil Uji  Regresi Linier Berganda 
 
1. Uji  Analisis Regresi Berganda 
Hasil Uji Analisis Regresi Berganda 
Coefficients 
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) .013 .002  5.805 .000 
X1 -.001 .000 -.276 -1.646 .110 
X2 -.004 .001 -.637 -3.684 .001 
X3 .00001 .00001 .329 2.075 .046 
a. Dependent Variable: Korupsi 
 
2. Hasil  Uji  t 
Hasil Uji t 
Coefficients 
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) .013 .002  5.805 .000 
X1 -.001 .000 -.276 -1.646 .110 
X2 -.004 .001 -.637 -3.684 .001 
X3 .00001 .00001 .329 2.075 .046 
a. Dependent Variable: Korupsi 
 
 
 
 
89 
 
 
 
Lampiran 12 - Daftar Riwayat Hidup 
 
 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
A. Data Mahasiswa 
 
1. Nama : Dewi Ismoyo Putri 
2. NIM  : 145121170 
3. Tempat/Tanggal Lahir  : Boyolali, 21 Mei 1996 
4. Jurusan/Prodi : Akuntansi Syariah/Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Islam. 
5. Judul Skripsi : Hasil Audit pemerintah Terhadap Praktik 
Korupsi kolusi pada Pemerintahan Daerah 
di Indonesia 
6. Tanggal Munaqosah  :    23 November 2018 
7. Alamat    
a. Rumah   :    Ngrangkah RT 09/ RW 02, Guli Nogosari 
b. Kos   :    - 
c. No Telp/ HP  :    085728638488 
 
B. Data Orang Tua 
1. Nama Bapak dan Ibu 
a. Bapak :    Rohmad Sholichin 
b. Ibu :    Puryati 
2. Pekerjaan 
a. Bapak   :    Buruh Pabrik 
b. Ibu   :    Ibu Rumah Tangga 
 
Surakarta, 2 November 2018 
                  Peserta Munaqossah 
 
 
     
           Dewi Ismoyo Putri 
                                  NIM. 145121170 
 
